Kode Rekening . 3.31.01.1.09.0009-5.1.02.03.03.0001 - No. BKU : 0?9'71

Tahun Anggaran : 2025 ¥ Tanggal  : 09-l0-202%
KWITANSI
SUDAH TERIMA : Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan
DARI Selatan
UANG SEJUMLAH . =Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam
Ribu Seratus Rupiah= o,
UNTUK KEPERLUAN : Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas/Aula Dinas

Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggran 2025

TERBILANG - Rp. 199.226.100,00

PPN : Rp. 19.743.127,00

SISA : Rp. 179.482.973,00
PPh 23 (2%) : Rp 3.589.659,00 v,
JUMLAH YANG DIBAYAR - Rp 175.893.314,00 ;
Bank : Bank Kalsel

Nomor rekening : 0110007012555

Nama Pemilik Rekening . Ir. Sunardi

NPWP : 92.672.622.5-732.000

Lunas Dibayar

Tanggal : Banjarbaru,  Oktober 2025
Mengetahui/Menyetujui Yang Menerima,
\\Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, CV. Anugerah Mulia
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733

Laman https://disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

Kegiatan:
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Bangunan Lainnya

Pekerjaan:
L No. 0003.4/ 22 /DISPERIN/SPMK/2025
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Tanggal 09 September 2025

Dinas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd.
Jabatan . Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat . JI. Dharma Praja Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran

Berdasarkan SPK Nomor: 0003.4/ %4 /DISPERIN/SPK/2025 Tanggal 09 September 2025 bersama ini

memerintahkan :

Pelaksana Pekerjaan :  CV. Anugerah Mulia

Alamat :Jalan Karet Indah Nomor 11, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara
Yang dalam hal ini diwakili oleh . Ir. Sunardi

Selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Pekerjaan
Untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan . Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

2. Tanggal mulai kerja . 09 September 2025

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

4. Waktu Penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan selesai 09
Oktober 2025

5. Denda . Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ pekerjaan kegiatan

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar I°/oo (satu per mil)
dari jumlah biaya per satu hari keterlambatan.

Banjarbaru, 09 September 2025
Untuk dan atas nama
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku Pengguna Anggaran

.""

H.A im._&/Sos., M.Pd.
NIP. 19681117 199002 1 001
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Ir. Sunardi
Direktur



#p—=ws PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PERINDUSTRIAN

.. E‘"'jfgﬁ;{llf JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733

Laman https://disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id
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BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor: 0003.4/ 3*¥*-/DISPERIN/BAST/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama . Ir. Sunardi

Jabatan :  Direktur CV. Anugerah Mulia

Alamat : JL. Karet Indah Nomor 11, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Nama . H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd

Jabatan . Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat . JI. Dharma Praja Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran.

Telah sepakat melaksanakan serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian, sebagai berikut:

1. PIHAK PENYEDIA telah menyerahkan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi
Kalimantan Selatan.

2. Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima pekerjaan
dari Pihak Penyedia hasil Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian

3. Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 0003.4/ %4 /DISPERIN/SPK/2025 Tanggal 09 September

2025
4. Tanggung jawab setelah serah terima pekerjaan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Pengguna
Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Banjarbaru pada hari,
tanggal, dan tahun tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan Yang Menerima/Mengetahui
CV. Anugerah Mulia, DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Selaku Pengguna Anggaran

w
~Ir/Sunardi H. Ab i s.. M.Pd

Direktur NIP. 19681117 199002 1 001
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733

Laman https://disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: 0003.4/ & /DISPERIN/BAP/2025

Pada Hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

. Nama/NIP . H. ABDUL RAHIM, S.So0s., M.Pd./ NIP. 19681117 199002 1 001
Jabatan ! Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat :JI. Dharma Praja Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
IIl.  Nama : Ir. Sunardi
Jabatan : Direktur CV. Anugerah Mulia
Alamat : JL. Karet Indah Nomor 11, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan :
1. Kontrak SPK Nomor : 0003.4/ g4 /DISPERIN/SPK/2025 Tanggal 09 September 2025.

B. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari
PIHAK PERTAMA melalui Transaksi Non Tunai dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :
1. | Nilai Pekerjaan s/d BAP ini Rp | 199.226.100,00
o | Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu Rp 0,00
3. | Jumlah Pembayaran Rp | 199.226.100,00
4. | Potongan-potongan :
I. Uang Jaminan Rp 0,00
Il. Pengembalian Uang Muka Rp 0,00
lll. Jumlah Potongan Rp 0,00
5. | Jumlah Pembayaran BAP ini Rp | 199.226.100,00

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan melalui Bank Kalsel
Nomor Rekening 0110007012555 atas nama Ir. Sunardi NPWP: 92.672.622.5-732.000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK PERTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Selaku Pengguna Anggaran

~Ir. Sunardi H. ABD ~& Sos., M.Pd.

Direktur NIP. 19681117 199002 1 001




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733

Laman https://disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA SATUAN KERJA : Dinas Perindustrian
(SPK) Provinsi Kalimantan Selatan
PAKET PEKERJAAN
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-Bangunan Nomor dan Tanggal SPK:

GedungTempat Kerja- 0003.4/ 94 /DISPERIN/SPK/2025

Bangunan Gedung Kantor Tanggal 09 September 2025

Dinas Perindustrian

SUMBER DANA : dibebankan atas Anggaran Belanja Dinas Perindustrian Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 Kegiatan 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan 3.31.01.1.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Dimulai pada tanggal 09 September 2025 sampai dengan 09 Oktober 2025

NILAI PEKERJAAN

; ; : Satuan Harga Satuan
No. Uraian Pekerjaan Kuantitas Total (Rp.
! Ukuran (Rp.) (Rp.)
1. | Pemeliharaan Gedung
Kantor/Aula Dinas
“| Perindustrian Prov Kalsel
I.  Pendahuluan/Persiapan 1 Pekerjaan 2.145.075 2.145.075
Il. Pekerjaan Pasang dan 1 Pekerjaan 144.793.428 144.793.428
Pengecatan
llI. Pekerjaan Taman 1 Pekerjaan 52.287.660 52.287.660
Jumlah 199.226.100

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Seratus Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah
penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.
Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi
Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
DINAS PERINDUSTRIAN ia,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN )
Selaku Pengguna Anggaran, g A2 |
ol N
&rju\/-" e 1]4?1300?13 e
H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. Ir. Sunardi
NIP. 19681117 199002 1 001 Direktur




LT ———— '
8 mggim
i ==
AT
|
P Y A7
w W o
e o
A gy

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

PROGRAM :
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

KEGIATAN :
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733
Laman https:/disperin. kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

KEMENTERIAN INDUK . Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

UNIT ORGANISASI . Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan
Selatan

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Provinsi

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1.
2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Gedung kantor Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan merupakan aset

pemerintah yang digunakan sebagai pusat pelayanan, perencanaan, dan koordinasi

pelaksanaan program/kegiatan urusan perindustrian di wilayah provinsi. Seiring

berjalannya waktu dan intensitas penggunaan ruangan, beberapa bagian gedung
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mengalami keausan, kerusakan minor, serta penurunan tampilan estetika yang

berdampak pada kenyamanan dan efisiensi lingkungan kerja.

Beberapa kondisi yang menjadi perhatian antara lain: dinding di beberapa ruang kerja
seperti ruang rapat, ruang Kabid SPPI, dan ruang Kabid KP2I yang telah mengalami
perubahan warna dan kerusakan pada wallpaper; kerusakan pada keramik bagian
teras kantor dan aula yang berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan bagi pegawai
dan tamu; serta taman pada area teras yang kurang terawat, sehingga memengaruhi

tampilan depan kantor secara keseluruhan.

Selain itu, meja resepsionis sebagai elemen utama dalam pelayanan tamu
memerlukan pemeliharaan agar tetap layak dan representatif. Di sisi lain, beberapa
komponen bangunan seperti plafon dan lampu mengalami kerusakan kecil/lepas yang
bila tidak segera diperbaiki dapat berkembang menjadi kerusakan lebih besar.
Permintaan terhadap area penyimpanan arsip juga semakin meningkat seiring
bertambahnya dokumen, sehingga diperlukan pembuatan dan penataan ulang rak

arsip agar ruangan tetap tertata dan fungsional.

Sebagai bentuk penataan visual dan pemeliharaan jangka pendek, pengecatan ulang
- gedung bagian depan diperlukan agar kantor tetap terlihat bersih dan representatif.
Tidak kalah penting, pembuatan tiang bendera permanen diperlukan karena saat ini

tidak tersedia sarana tersebut secara layak di halaman depan kantor.

Untuk menjaga kelayakan fungsi, keamanan, dan kenyamanan, perlu dilakukan
kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor/aula. Kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari dokumen hasil Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan yang telah disusun
sebelumnya, berupa gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rencana
Kerja dan Syarat (RKS). Dengan demikian, pekerjaan pemeliharaan fisik dilaksanakan

sesuai acuan teknis perencanaan yang telah ada.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan yang bersifat
prioritas, pekerjaan fisik ini akan difokuskan pada aspek-aspek yang menunjang fungsi
utama pelayanan dan kerapian bangunan, dengan tetap memperhatikan efisiensi




4

penggunaan anggaran dan sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan aset

pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan fisik gedung kantor/aula Dinas Perindustrian
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah dibuat
oleh konsultan perencana.

Tujuan:

. Melaksanakan pekerjaan fisik pemeliharaan sesuai gambar kerja, RAB, dan
RKS hasil konsultan perencana.

. Menjaga fungsi bangunan agar tetap layak, aman, dan nyaman.

. Menunjang kelancaran pelayanan, pertemuan, dan koordinasi kedinasan.
Menjaga dan memelihara fungsi dan estetika gedung kantor.

Menjamin kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja.

Mendukung pelayanan publik yang representatif dan efisien.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Pergantian wallpaper pada:

Ruang Rapat

Ruang Kabid SPPI

Ruang Kabid KP2I

Pemasangan keramik pada:

Teras Kantor Dinas

Teras Aula Dinas

Pemeliharaan taman pada area teras gedung
Pemeliharaan meja resepsionis

Perbaikan plafon dan lampu yang lepas
Pengecatan gedung bagian depan
Pembuatan dan pemindahan rak penyimpanan arsip berkas
Pembuatan tiang bendera di halaman kantor
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Seluruh pekerjaan fisik akan dilaksanakan berdasarkan hasil dokumen perencanaan
teknis yang telah disusun oleh penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan sebelumnya,
sebagai acuan utama dalam menentukan spesifikasi, volume pekerjaan, dan metode

pelaksanaan di lapangan.

5. Hasil yang Diharapkan

Gedung kantor dalam kondisi terpelihara dan nyaman digunakan

Meningkatnya estetika dan kebersihan lingkungan kerja

Fasilitas pendukung seperti taman, tiang bendera, dan penyimpanan arsip berfungsi

optimal

6. Hasil yang Diharapkan
Laporan pengawasan teknis yang mendokumentasikan seluruh tahapan pekerjaan
dan rekomendasi teknis. 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
7. Biaya
Pada RKA tahun anggaran 2025 program penunjang urusan pemerintahan daerah
provinsi tahun 2025 dengan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan daerah untuk pelaksanaan pemeliharaan
bangunan Gedung kantor/aula Dinas adalah sebesar Rp. 210.896.000,- (Dua ratus
sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

8. Penanggung Jawab

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Data Dasar

¢« Dokumen hasil Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung
Kantor/Aula Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (gambar, RAB,
dan RKS).

» Data kondisi eksisting bangunan.

10. Standar Teknis

o Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

o Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Bangunan
Gedung Negara.

o SNI terkait pekerjaan sipil dan arsitektur.
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Dokumen hasil Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan sebagai acuan teknis
utama.

11. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan fisik meliputi:

1.

w

Pekerjaan atap & plafon: perbaikan kebocoran, penggantian material rusak,
pengecatan ulang.

Pekerjaan dinding: perbaikan kerusakan, plesteran, pengecatan sesuai
perencanaan.

Pekerjaan lantai: perbaikan atau penggantian keramik/granit rusak.
Pekerjaan pintu, jendela, dan kusen: perbaikan atau penggantian sesuai
kebutuhan.

Pekerjaan drainase/lingkungan: perbaikan saluran air sekitar bangunan.
Pekerjaan instalasi listrik: perbaikan lampu, kabel, dan panel sesuai
perencanaan.

Pekerjaan finishing lainnya yang tercantum dalam dokumen RAB dan RKS
hasil konsultan perencana.

12. Keluaran (Output)

Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/aula sesuai dokumen

perencanaan (gambar, RAB, RKS).
Laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

13. Jangka Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
* diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

14. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan fisik mengacu pada dokumen konsultan perencana (gambar,
RAB, RKS).

Pengendalian mutu pekerjaan dilakukan oleh tim pengawas lapangan.

Hasil pekerjaan dituangkan dalam laporan pelaksanaan.

15.Laporan
Penyedia jasa wajib menyusun:

Laporan Pendahuluan: kondisi awal sebelum pelaksanaan.
Laporan Akhir: hasil pekerjaan, dokumentasi, kondisi akhir pasca

pemeliharaan.

16. Persyaratan Penyedia Jasa

Memiliki SBU Konstruksi bidang Bangunan Gedung.
Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis.
Menyediakan tenaga ahli dan tenaga teknis sesuai kebutuhan pekerjaan fisik.



17. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
fisik gedung kantor/aula Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan hasil perencanaan konsultan, guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas kedinasan.

Banjarbaru, 19 Agustus 2025

/Q@A ’%{’embuat Komitmen

PERINDUS e




Uraian Singkat Pekerjaan

Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor/Aula Dinas Perindustrian Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas bangunan beserta lingkungannya agar tetap berfungsi optimal
sebagai sarana pendukung kegiatan pemerintahan.

Pelaksanaan pekerjaan ini merupakan tindak lanjut dari dokumen perencanaan
teknis yang telah disusun oleh konsultan perencana, sehingga seluruh kegiatan
fisik akan mengacu pada hasil perencanaan tersebut agar sesuai dengan standar
teknis, efisiensi biaya, dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun lingkup kegiatan meliputi

1.

Pekerjaan Pendahuluan/Persiapan
Meliputi mobilisasi tenaga kerja, peralatan, material, pemasangan papan
proyek, serta pengaturan lingkungan kerja. Pekerjaan pendahuluan dilakukan
sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta ketentuan
dalam dokumen perencanaan.

o Anggaran: Rp 2.120.000,00

Pekerjaan Pasangan dan Pengecatan
Meliputi pemeliharaan fisik pada bagian dinding dan struktur pasangan yang
mengalami kerusakan, perbaikan plesteran, serta pengecatan ulang bagian
interior maupun eksterior. Pekerjaan ini bertujuan memulihkan kondisi
bangunan sesuai dengan desain teknis konsultan perencana agar lebih kuat,
bersih, dan estetik.

o Anggaran: Rp 130.866.053,02

Pekerjaan Taman
Menyangkut pemeliharaan fisik area luar gedung, termasuk perbaikan jalur
pedestrian, penataan ulang vegetasi, serta pembersihan dan penataan taman.
Pekerjaan taman ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata lanskap
konsultan perencana untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan

representatif.
o Anggaran: Rp 47.141.713,00

Rekapitulasi Biaya

Subtotal : Rp 180.127.766,02
PPN 11% : Rp 19.814.054,26
Jumlah Keseluruhan : Rp 199.941.820,28



e Dibulatkan : Rp 199.940.000,00

Kesimpulan

Kegiatan ini merupakan satu kesatuan antara perencanaan dan pelaksanaan fisik
pemeliharaan gedung kantor/aula Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan mengacu pada hasil konsultan perencana, pemeliharaan fisik dapat dilakukan
secara terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan, sehingga bangunan tetap
terawat dengan baik serta mampu mendukung kegiatan pelayanan publik secara

optimal.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733
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BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
Nomor: 01/ PP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas
/DISPERIN/BARDPP/VIII/2025
INSTANSI : Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PENGADAAN : Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

PAGU : Rp. 234.220.000,-

HPS : Rp. 199.940.000,-

Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Tempat : Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Petugas Reviu : DEDY SADIKIN, S.Mn, MA — Pejabat Pengadaan

1. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
No Uraian Checklist Kelengkapan Penjelasan/
Keterangan

1. | Kesesuaian HPS dengan Pagu Ok

Anggaran

Pada KAK tidak mencantumkan nilai

pagu dan HPS

2. Untuk jenis pengadaan Barang/Jasa Ok

Lainnya/Jasa konsultansi konstruksi,

Sumber informasi penyusunan HPS

minimal 2 (dua) sumber informasi

3. | Untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi Ok

Konstruksi, kesesuaian perhitungan

HPS, antara lain:

1. Kesesuaian HPS dengan harga

satuan oleh Konsultan Perencana

(Engineer's  Estimate) berdasarkan

rancangan rinci (Detail Engineering

Design), gambar dan spesifikasi teknis

2. Kewajaran perhitungan keuntungan

dan biaya overhead sebesar maksimal

15%

Untuk jenis pengadaan Jasa Ok

Konsultansi Konstruksi, kesesuaian

perhitungan, remunerasi tenaga ahli

sesuai dengan KEPMENT PUPR

No.524/KPTS/M/2022

4, Nilai HPS telah cukup dan sesuai Ok

dengan spesifikasi teknis dan ruang

lingkup pekerjaan

5. | Berdasarkan data/informasi pasar terkini Ok

Catatan:
- 1. Menyesuaikan harga remunerasi tenaga keahlian
2. Memasukkan personil K3 ke dalam HPS

Tindak Lanjut: Akan diperbaiki sesuai dengan catatan

Tanggal : 25 Agustus 2025 | Paraf PPTK

PP

2. REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/KAK




No

Uraian

Checklist
Kelengkapan

Penjelasan/
Keterangan

Penggunaan produk dalam penyusunan
Spesifikasi Teknis/KAK:

1. TKDN

2. Produk dalam negeri

3. Produk bersertifikasi SNI

Ok

Untuk jenis pengadaan Konstruksi:
Sinkronisasi Spesifikasi Teknis dengan
KAK, Gambar, dan RAB

Ok

Untuk jenis pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi: Sinkronisasi
KAK dengan RAB

Ok

Catatan Reviu:

1.

2. Penugasan tenaga personil ditambah tenaga personil khusus K3

Penjelasan tenaga ahli dilengkapi (syarat pendidikan, pengalaman, dan jenjang tenaga

ahli)

3. Daftar isian KAK disesuaikan dengan standar

Tindak Lanjut: Akan diperbaiki sesuai dengan catatan

Tanggal 25 Agustus | Paraf PPTK PP =
2025 K Y i
T |
REVIU RANCANGAN KONTRAK
No Uraian Checklist Penjelasan/
Kelengkapan Keterangan
1; Kesesuaian Naskah Perjanjian di dalam Ok
Kontrak
2 Uang Muka di dalam Rancangan Ok
Kontrak
3. Ketepatan jenis Kontrak yang digunakan Ok
4, Ketepatan bentuk  Kontrak  yang Ok
digunakan
5. Syarat Umum dan Syarat Khusus Ok
Kontrak
Catatan Reviu: -
Tindak Lanjut: -
Tanggal 25 Agustus | Paraf PPTK PP
2025 K & i
O
DOKUMEN ANGGARAN BELANJA (DPA)
No Uraian Checklist Penjelasan/
Kelengkapan Keterangan
i Anggaran untuk pekerjaan yang akan Ok
dilaksanakan telah tersedia dan
jumlahnya cukup
Catatan Reviu: Cantumkan Nomor DPA, KODE REKENING
Tindak Lanjut: -
Tanggal 25 Agustus | Paraf PPTK PP B
2025 K L=
J

ID PAKET RUP



No Uraian Checklist Penjelasan/
Kelengkapan Keterangan
1. Paket yang akan dilaksanakan telah Ok
terdaftar dan diumumkan dalam SIRUP

Catatan Reviu: Cantumkan Kode RUP pada KAK

Tindak Lanjut: -
Tanggal : 25 Agustus | Paraf PPTK PP

2025 5 ¥~ il

Catatan Khusus: —

Menyetuijui, Petugas REVIU
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pengadaan

- by,
L3 /.{'q-.
72, ¥occa Wagd\aﬁf hakiedy, SE., MM adikin, S,Mn., MA

;?{

NiIP/19680406 1993D3 2 008 NIP. 19750101 200801 1 003




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733
Laman hitps.//disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT

(SPESIFIKASI TEKNIS)

PASAL 1. PENJELASAN UMUM

i i Pekerjaan :  Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor /Aula Dinas
12 Lokasi :  Banjarbaru
13. Kegiatan atau pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan :

o Gambar bestek, Konstruksi dan Detail terlampir
e Uraian kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ( Aanwizing )

Petunjuk dari Direksi / Direksi lapangan.
1.6. Akhir pekerjaan harus diselesaikan dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan :

° Halaman bangunan serta seluruh isi bangunan, harus bersih dari sisa-sisa kotoran,
sisa-sisa bahan bangunan dan sampah pada saat serah terima pekerjaan.

o Hasil pekerjaan segera diserahterimakan dengan memuaskan Direksi.

PASAL 2. BAHAN - BAHAN DAN ALAT - ALAT
Untuk kelancaran pekerjaan pemborong diwajibkan :
2.1. Menyediakan alat-alat bantu dan pekerja / tenaga yang diperiukan.

2.2, Bahan-bahan / material yang didatangkan ke lokasi pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan
dan jenis spesifikasi bahan.

PASAL 3. PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN

3.1 Sebelum pekerjaan dimulai, harus diadakan pembersihan. Hasil pembersihan tersebut harus
dibuang ke luar dari lingkungan / lokasi proyek.
3.2 Pembersihan lokasi dilakukan dari awal sampai akhir pekerjaan.



3.3. Pengukuran dan pemasangan bouplank supaya dilaksanakan dengan teliti dan seksama agar
sesuai yang di ijinkan.
34. Pembuatan papan nama proyek agar dilakukan diawal pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 4. PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK

8.1.
8.3. KERAMIK
8.3.1. Pasangan keramik lantai menggunakan ukuran keramik 40x40 cm,
8.3.2. Keramik dipasang menggunakan spesi campuran 1Pc : 4Ps
8.3.3. Nat antara keramik tidak boleh melebihi 3mm.
8.3.4. Nat diisi dengan semen warna putih dan harus padat.
8.3.5. Pekerjaan keramik lantai meliputi : ruang kelas dan selasar ( teras ).

PASAL 5. PEKERJAAN CAT-CATAN

5.1 Semua pengecatan pada kayu terlebih dahulu dicat meni dan cat dasar kemudian didempul /
diplamir dan diampelas sampai rata. Untuk cat lapis  ( mengkilap ), dikerjakan 2 kali sampai rata
. dengan memakai cat yang berkualitas baik, merk setara danalac.
5.2 Pekerjaan cat kilap adalah :
o Kosen, raam angin, daun pintu panil, daun jendela dan lisplank
53 Semua pengecatan pada tembok dan plapond menggunakan cat tembok setara dengan merk
danabrite. Sebelum dicat terlebih dahulu diberi cat dasar atau menggunakan semen putih +
lem kayu ( plamir ) kemudian diampelas sampai rata. Cat tembok dilaksanakan minimum 2
x pengecatan hingga benar-benar rata.
5.4 Pengecatan tembok meliputi :
° dinding luar dan dalam dan plafon luar dalam,

PASAL 6. PERATURAN PENUTUP

6.1 Meskipun dalam bestek ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan
kata-kata yang harus disediakan oleh pemborong, tetapi disebutkan dalam penjelasan
pekerjaan pembangunan ini, perkataan tersebut tetap dianggap dan dimuat dalam RKS.

6.2 Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan ini, tetapi tidak
diuraikan dan tidak dimuat dalam RKS ini tetapi harus diselesaikan oleh pemborong, harus
dianggap seakan-akan pekerjaan itu diuraikan dimuat dalam RKS ini.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733

Laman https://disperin.kalselprov.go.id; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENDAHULUAN

Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia yang memuat:
a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
c. spesifikasi proses/kegiatan;
d. spesifikasi metode konstruksi / metode pelaksanaan / metode kerja; dan
e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V (MDF) Peraturan
L'embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan
produksi dalam negeri;
Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

o s O N

Mencantumkan macam, jenis, kapasitas yang dipergunakan atau ulatama
minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan;
7. Mencantumkan ukuran-ukuran bahan yang dipergunakan;

8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;



9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

1. UMUM

a. Ketentuan Umum
Spesifikasi Teknis ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, di mana secara umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi bangunan gedung merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk menghasilkan suatu bangunan gedung yang dapat berupa
pekerjaan baru, rehabilitasi, renovasi, restorasi, dan/atau pemeliharaan.
Uraian spesifikasi teknis ini disusun dan ditetapkan sesuai jenis pekerjaan yang
akan ditenderkan, yaitu :

o« Nama Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula

Dinas
o Lokasi: Kota Banjarbaru
- o« Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

o Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 199.940.000,00
Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
Waktu Pemeliharaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak Serah
Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

1. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan
Selatan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan
petunjuk lapangan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
maupun Konsultan Perencana/Pengawas.

2. Seluruh bahan, material, dan peralatan yang digunakan wajib baru, belum
pernah dipakai, memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia) atau
standar internasional yang setara, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari
Direksi Teknis sebelum dipasang.




3. Pelaksana pekerjaan wajib menjamin mutu, ketepatan waktu, serta keamanan

lingkungan kerja. Semua pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati dengan
tetap memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

4. Apabila terdapat perbedaan antara gambar kerja, uraian teknis, maupun

kondisi lapangan, maka pelaksana wajib segera mengajukan klarifikasi
kepada PPK atau Konsultan Pengawas untuk mendapat arahan tertulis
sebelum pekerjaan dilanjutkan.

Il. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

1. Pekerjaan Persiapan

Meliputi pembersihan lokasi kerja, pemasangan papan nama proyek sesuai
ketentuan Peraturan LKPP, mobilisasi tenaga kerja dan peralatan.

Papan nama proyek harus terbuat dari bahan kuat (multipleks minimal tebal 9
mm dengan rangka hollow galvanis 4x4 cm) dicat tahan cuaca, ukuran
minimal 1,2 m x 2,4 m, dengan isi sesuai ketentuan standar informasi proyek
pemerintah.

Lokasi kerja dibersihkan dari material yang mengganggu, dan jalur keluar-
masuk harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas kantor.

Biaya pekerjaan persiapan bersifat lumpsum termasuk pengamanan, alat
bantu kerja, serta administrasi lapangan.

2. Pekerjaan Pemasangan Keramik

Pekerjaan ini mencakup pembongkaran keramik lama yang rusak (jika ada),
perataan dasar lantai/dinding, serta pemasangan keramik baru dengan nat

rapi.

Keramik lantai yang digunakan minimal kualitas Grade A (homogenous tile)
ukuran 60x60 cm, ketebalan minimum 8 mm, permukaan halus, anti slip untuk
area tertentu, dengan warna yang ditentukan direksi pekerjaan.

Perekat menggunakan semen instan khusus keramik (tile adhesive) merek
ternama yang memiliki sertifikat uji laboratorium, dicampur dengan air bersih
sesuai petunjuk pabrik.

Nat keramik menggunakan nat instan anti jamur dengan warna menyesuaikan
desain. Lebar nat maksimal 3 mm.

Pekerjaan pemasangan harus menggunakan waterpass/alat ukur untuk
memastikan kerataan. Toleransi kerataan maksimal 2 mm per 2 meter
bentangan.



Pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga ahli tukang keramik berpengalaman
dengan pengawasan ketat.

3. Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan mencakup pengamplasan permukaan, pembersihan debu,
perbaikan retakan kecil dengan plamir atau compound khusus, kemudian
dilakukan pengecatan minimal dua kali lapis setelah lapisan dasar (alkali
resisting primer).

Cat yang digunakan adalah cat tembok bermutu tinggi untuk interior (misalnya
Dulux, Nippon, Avitex, atau setara), sedangkan untuk eksterior menggunakan
cat cuaca luar ruangan (weather shield) dengan ketahanan minimal 5 tahun.

Warna ditentukan oleh PPK dan harus seragam, tidak belang, serta dilakukan
dengan metode rol/spray berkualitas.

Untuk kusen, pintu, dan jendela kayu digunakan cat kayu finishing melamin
atau cat enamel, sedangkan untuk besi digunakan cat anti karat terlebih
dahulu sebelum cat akhir.

Hasil akhir pengecatan harus rata, tidak menetes, tidak belang, dan menutup
sempurna.

4. Pekerjaan Pembangunan Tiang Bendera

Tiang bendera menggunakan material pipa stainless steel diameter minimal 4
inci dengan tebal 3 mm, tinggi tiang minimal 12 meter dari permukaan tanah.

Pondasi tiang bendera menggunakan beton bertulang dengan mutu minimal
K-250, dimensi pondasi 1 m x 1 m x 1,5 m, dilengkapi angkur/anchor bolt
untuk pengikat tiang.

Tiang dilengkapi dengan katrol pengerek bendera berbahan baja tahan karat
(stainless steel), tali bendera dari nilon/PP rope berkualitas, serta finial
berbentuk bulat (bola) di puncak tiang.

Seluruh tiang bendera dicat dengan cat clear anti karat khusus stainless (jika
diperlukan) agar tidak kusam.

Lokasi pembangunan tiang bendera ditempatkan di depan kantor sesuai
arahan direksi pekerjaan.

5. Pekerjaan Taman




« Pekerjaan taman meliputi penataan lahan, pengurugan tanah top soil (tanah
humus subur minimal tebal 20 cm), pemasangan rumput gajah mini,
penanaman tanaman hias, serta pekerjaan estetika lainnya.

« Rumput gajah mini harus segar, bebas gulma, dan ditanam rapat sehingga
tidak ada celah lebih dari 1 cm antar gulungan.

» Tanaman hias berupa pohon pucuk merah, palem hias, dan bunga tahunan
lainnya dengan kualitas baik, bebas penyakit, tinggi minimal 60 cm untuk
semak dan 2 meter untuk pohon hias.

» Sistem penyiraman manual dengan selang/gembor, namun area taman harus
dilengkapi jalur paving block selebar 40 cm untuk akses perawatan.

o Semua pekerjaan taman harus selesai dengan kondisi rapi, bersih, dan
terawat minimal 14 hari setelah penanaman (masa pemeliharaan).

lll. KETENTUAN KHUSUS

1. Persiapan, Bongkaran dan Pembersihan Lokasi
Sebelum dimulai pelaksanaan maka kontraktor pelaksana wajib membongkar,
merapikan dan membersihkan lokasi dari puing-puing bekas bongkaran dan
kotoran yang ada sehingga dapat memudahkan pengukuran dan elevasi pada
bangunan yang direncanakan.

2. Peralatan dan Pengukuran
a. Pemborong diwajibkan mengukur kembali lokasi, batas-batas area dan
ruangan, pagar yang akan dikerjakan dengan alat-alat yang dapat dipercaya
kebenarannya, bila tidak ada kecocokan yang mungkin terjadi di lapangan
dengan gambar rencana, pemborong wajib melaporkan kepada Direksi/KPA.
b. Peralatan berupa scaffolding disediakan dan dipasang kokoh agar tidak
terjadi kecelakaan kerja terutama pada pekerjaan pasangan plafon dan
pengecatan.

3. Pemasangan Papan Nama Proyek
Papan nama proyek dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

4. Peralatan dan Petugas K3
Kelengkapan peralatan untuk penunjang keselamatan dalam bekerja seperti
helm, rompi, sarung tangan, kaca mata, sepatu safety dan rambu-rambu

lainnya, serta disediakannya pertolongan/obat-obatan P3K.



5. Pengadaan Listrik dan Air Kerja

a. Air kerja harus bersih, tidak berlumur dan tidak mengandung bahan kimia.

b. Penerangan Direksi/pemborong los-los kerja, gudang dan halaman serta

penerangan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dianggap perlu harus diberi

penerangan yang cukup.

c. Listrik harus disediakan oleh pemborong dengan seynel PLN.

pekerjaan, yaitu:

. Memiliki Kemampuan menyediakan peralatan untuk pelaksanaan

No | Jenit Alat Kapasitas Jumlah Min. | Kepemilikan/Status
Min. _
1. | Pick Up 1-1.5M3 1 Unit Milik Sendiri /
Sewa Beli / Sewa
2. | Circular saw/ Mesin | 7.5 inch 1 Unit Milik Sendiri /
Potong Kayu Sewa Beli / Sewa
3. | Mesin Kompresor 1-2 HP 1 Unit Milik Sendiri /
Sewa Beli / Sewa

7. Personel Pelaksana dan Kualifikasi Perusahaaan

Keselamatan
Konstruksi (1 org,
ljazah SMK/SMA)

No | Jenit Alat Pengalaman Kerja Sertifikat Kompetensi
Profesional (tahun) Kerja
1. | Pelaksana Min. 1 thn Memiliki SKK
Lapangan (1 org, Pelaksana Lapangan
Izasah SMK/SMA) Pekerjaan Jenjang 4
2. | Petugas Min. 1 thn Memiliki Sertifikat

Keselamatan

Konstruksi

b. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

1.

Pekerjaan Persiapan dan Bongkaran

Meliputi pembongkaran kusen, daun pintu, dinding partisi, plafon, keramik

lantai, dan pekerjaan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Hasil bongkaran

dibuang ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan.




2. Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu
Menggunakan bahan kayu ulin atau sejenis dengan ukuran sesuai gambar
rencana, dipasang dengan rapat dan rapi serta difinishing cat duco.

3. Pekerjaan Dinding Partisi
Menggunakan rangka hollow galvanis dengan penutup gypsum board tebal 9
mm, dipasang rapi dan rata serta difinishing dengan cat tembok.

4. Pekerjaan Plafon
Menggunakan rangka hollow galvanis dengan penutup gypsum board tebal 9
mm, dipasang rapi dan rata, sambungan ditutup dengan kompon dan
direkatkan dengan baik, kemudian difinishing dengan cat tembok.

5. Pekerjaan Lantai
Menggunakan keramik ukuran 60 x 60 cm kualitas KW 1 (satu), dipasang

rata, lurus, dan rapi dengan nat seragam.
6. Pekerjaan Pengecatan
Menggunakan cat tembok kualitas baik (setara Dulux atau Nippon Paint),
tahan lama, warna sesuai persetujuan direksi pekerjaan. ;
c. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan '
1. Semua peralatan kerja yang digunakan harus dalam kondisi baik, aman, dan
s.esuai standar.
2. Peralatan utama seperti scaffolding, mesin bor, mesin potong keramik, hand
grinder, mesin las, dan peralatan lainnya harus disediakan oleh penyedia.
3. Peralatan ukur seperti waterpass, meteran, theodolite (jika diperlukan) waijib
digunakan untuk memastikan ketepatan hasil pekerjaan.
4. Semua peralatan harus digunakan sesuai fungsi dan dilengkapi dengan
perlengkapan K3.
d. Spesifikasi Proses / Kegiatan
1. Proses Pekerjaan Bongkaran
Dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian bangunan yang masih
dipertahankan. Material bongkaran segera diangkut keluar dari lokasi
pekerjaan.
2. Proses Pemasangan Kusen dan Pintu
o Kusen dipasang tegak lurus dan rata, menggunakan waterpass

sebagai pengukur.



o Daun pintu dipasang sesuai ukuran kusen, diberi engsel minimal 3
buah per daun pintu, dan diberi kunci sesuai kebutuhan.
3. Proses Pemasangan Partisi
o Rangka hollow dipasang dengan jarak sesuai spesifikasi (maksimal 60
cm).
o Gypsum board dipasang rapat, sambungan ditutup dengan kompon,
dan permukaan diamplas halus sebelum dicat.
4. Proses Pemasangan Plafon
o Rangka hollow dipasang kokoh dengan jarak sesuai spesifikasi.
o Gypsum board plafon dipasang rapi dan rata, sambungan ditutup
kompon, diamplas, dan dicat.
5. Proses Pemasangan Lantai Keramik
o Dasar lantai dibersinkan dan diratakan.
o Keramik dipasang dengan adukan semen pasir perbandingan 1 : 4.
o Nat diberi semen nat khusus, dipasang lurus, rapi, dan rata.
6. Proses Pengecatan
o Permukaan dinding/plafon dihaluskan, bebas debu dan kotoran.
o Dicat minimal 2 kali lapis hingga rata dan menutup sempurna.
e. Spesifikasi Metode Konstruksi / Metode Pelaksanaan / Metode Kerja
1. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada gambar rencana dan arahan Direksi
Lapangan.
2. Setiap tahapan pekerjaan dilakukan secara berurutan mulai dari persiapan,
pembongkaran, pemasangan, pengecatan, hingga pembersihan akhir.
3. -Pekerjaan dilakukan sesuai standar SNI, peraturan teknis bangunan, dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja.
4. Penyedia wajib melakukan koordinasi dengan Direksi Lapangan pada setiap
tahapan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana.
b. Pekerjaan yang Akan Dikerjakan
Pekerjaan Rehab Ruangan Kantor Lama Gubernur Kalimantan di Banjarmasin
meliputi antara lain:
1. Pekerjaan persiapan, bongkaran, dan pembersihan lokasi.
2. Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela.
3. Pekerjaan partisi gypsum.
4. Pekerjaan plafon gypsum.
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Pekerjaan lantai keramik.

Pekerjaan pengecatan dinding dan plafon.

Pekerjaan perbaikan atap jika diperlukan.

Pekerjaan instalasi listrik sederhana (lampu dan stop kontak).

Pekerjaan pembersihan akhir.

c. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan

1

Semua peralatan kerja yang digunakan harus dalam kondisi baik, aman, dan
sesuai standar.

Peralatan utama seperti scaffolding, mesin bor, mesin potong keramik, hand
grinder, mesin las, dan peralatan lainnya harus disediakan oleh penyedia.
Peralatan ukur seperti waterpass, meteran, theodolite (jika diperlukan) wajib

digunakan untuk memastikan ketepatan hasil pekerjaan.
Semua peralatan harus digunakan sesuai fungsi dan dilengkapi dengan

perlengkapan K3.

d. Spesifikasi Proses / Kegiatan

1.

Proses Pekerjaan Bongkaran
Dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian bangunan yang masih
dipertahankan. Material bongkaran segera diangkut keluar dari lokasi
pekerjaan.
Proses Pemasangan Kusen dan Pintu
o Kusen dipasang tegak lurus dan rata, menggunakan waterpass
sebagai pengukur.
o Daun pintu dipasang sesuai ukuran kusen, diberi engsel minimal 3
buah per daun pintu, dan diberi kunci sesuai kebutuhan.
Proses Pemasangan Partisi
o Rangka hollow dipasang dengan jarak sesuai spesifikasi (maksimal 60
cm).
o Gypsum board dipasang rapat, sambungan ditutup dengan kompon,
dan permukaan diamplas halus sebelum dicat.
Proses Pemasangan Plafon
o Rangka hollow dipasang kokoh dengan jarak sesuai spesifikasi.
o Gypsum board plafon dipasang rapi dan rata, sambungan ditutup
kompon, diamplas, dan dicat.
Proses Pemasangan Lantai Keramik



6.

o Dasar lantai dibersihkan dan diratakan.

o Keramik dipasang dengan adukan semen pasir perbandingan 1 : 4.

o Nat diberi semen nat khusus, dipasang lurus, rapi, dan rata.
Proses Pengecatan

o Permukaan dinding/plafon dihaluskan, bebas debu dan kotoran.

o Dicat minimal 2 kali lapis hingga rata dan menutup sempurna.

e. Spesifikasi Metode Konstruksi / Metode Pelaksanaan / Metode Kerja

1.

Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada gambar rencana dan arahan Direksi
Lapangan.

Setiap tahapan pekerjaan dilakukan secara berurutan mulai dari persiapan,
pembongkaran, pemasangan, pengecatan, hingga pembersihan akhir.
Pekerjaan dilakukan sesuai standar SNI, peraturan teknis bangunan, dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Penyedia wajib melakukan koordinasi dengan Direksi Lapangan pada setiap

tahapan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana.

f. Spesifikasi Hasil Pekerjaan Konstruksi

1.

Hasil pekerjaan harus rapi, bersih, dan sesuai dengan gambar rencana serta
spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela harus terpasang dengan benar, tegak
lurus, rata, dan berfungsi baik.

Partisi gypsum harus rata, sambungan tidak terlihat, dan permukaan halus
setelah dicat.

Plafon gypsum harus rata, tidak bergelombang, sambungan rapi, dan hasil
cat rata menutup sempurna.

Lantai keramik harus terpasang lurus, rata, dan rapi, nat penuh serta tidak
ada rongga.

Pengecatan dinding dan plafon harus rata, menutup sempurna, tidak belang,
dan sesuai dengan warna yang ditentukan.

Semua instalasi listrik sederhana yang dipasang (lampu dan stop kontak)
harus berfungsi baik dan aman digunakan.

Setelah pekerjaan selesai, seluruh area harus dibersihkan sehingga siap

digunakan.

g. Pengujian dan Masa Pemeliharaan




h. Spesifikasi Administrasi Kontrak
;|

. Setelah pekerjaan selesai, penyedia wajib melakukan pengujian hasil

pekerjaan bersama Direksi Lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan |
spesifikasi.

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, penyedia waijib
memperbaikinya tanpa biaya tambahan.

Masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100%.

Selama masa pemeliharaan, penyedia wajib memperbaiki kerusakan atau
kekurangan yang timbul akibat kualitas pekerjaan yang tidak baik.

Penyedia jasa wajib menandatangani kontrak pekerjaan setelah ditetapkan

sebagai pemenang.

Penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan jangka waktu yang telah ‘
ditetapkan dalam kontrak. |
Seluruh administrasi, laporan harian, mingguan, dan bulanan harus disusun |
dengan baik serta disampaikan kepada Direksi Lapangan.

Seluruh dokumen administrasi kontrak, gambar shop drawing, dan dokumen

perubahan pekerjaan (apabila ada) menjadi tanggung jawab penyedia.

i. Spesifikasi Lain-lain

1.

Pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Penyedia wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar lokasi
pekerjaan.

Penyedia wajib menyediakan perlengkapan K3 untuk tenaga kerja serta
memastikan standar keselamatan kerja dipenuhi.

Penyedia bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kecelakaan yang
terjadi akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.

Seluruh bahan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum digunakan.

Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau instruksi direksi
pekerjaan wajib dibongkar dan dikerjakan kembali tanpa biaya tambahan.

Kontraktor wajib menjaga kebersihan lokasi setiap hari kerja dan melakukan
pembuangan sisa material ke lokasi yang ditentukan.



8. Jaminan pemeliharaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Setelah pekerjaan selesai, seluruh area kerja harus dibersihkan dan
diserahterimakan dalam kondisi baik.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEJABAT PENGADAAN
JL Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU
Banjarbaru, 09 September 2025

Nomor : 08 / PP- Pemr. Pemeliharaan Bangunan Kepada Yth :

Gedung / Aula Dinas /DISPERIN/BARDPP Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

/VIII/2025 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Sifat : Penting Dinas Perindustrian Provinsi

Kalimantan Selatan

Lampiran : 1 (satu) Berkas di =
Perihal :Laporan Hasil Pemilihan Banjarbaru

Berdasarkan SK. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan
Selatan NOMOR 50C.9. 1 /00 1 / DISPERTN/202S dan Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP) Nomor : 07 / PP- Pemr Pemeliharaan Bangunan Gedung

/ Aula Dinas/ DISPERIN/BARDPP/VII/2025

tanggal 08 September 2025

disampaikan bahwa Pejabat Pengadaan telah selesai melaksanakan proses
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia
yang ditetapkan sebagai pemenang kegiatan Jasa Konsultansi Badan

Usaha Konstruksi pekerjaan Belanja

Jasa Konstruksi Belanja

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Rula Dinas dengan nilai HPS
Rp. 199.941.821,67 dan ID Paket SPSE 10339037000 beserta kode RUP

60145424 tersebut adalah :

Peserta Non Tender : CV ANUGERAH MULIA

NPWP : 0926726225732000

Alamat : Jalan Pembina IV Perumahan Bumi Intan Rahayu
Berkah, Nol0, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur -
Banjarmasin (Kota) - Kalimantan Selatan

Penawaran Terkoreksi : Rp. 199.226.163;30
Terbilang ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan

Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam
Puluh Tiga Rupiah Tiga puluh Sent)

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan proses
selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan :
Yth Kepala BIRO Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel

Pejabat Pengadaan,

pAT il

Dedy Sadikin, S.Mn, MA
NIP.19750101 200801 1 033




SUMMARY REPORT

Kode Tender

Nama Tender

KIL/IP/ID

Satuan Kerja

Jenis Pengadaan
Metode Pengadaan

Anggaran

Nilai Pagu
Nilai HPS
Jenis Kontrak

Lokasi Pekerjaan

Persyaratan Kualifikasi

10339037000

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

Bangunan Gedung Kantor
Provinsi Kalimantan Selatan
DINAS PERINDUSTRIAN
Pekerjaan Konstruksi

Pascakualifikasi

Tahun Sumber Dana
2025 APBD
2025 APBD
2025 APBD

Rp. 418.160.000,00
Rp. 199.941.821,67

Harga Satuan

Nilai
Rp. 196.000.000,00
Rp. 11.264.000,00

Rp. 210.886.000,00

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINS| KALIMANTAN SELATAN - Banjar Baru

(Kota)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1zin Usaha

Je Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

ni -
5
Izin

S b.Klasifikasi : Bangunan Gedung Lainnya c.Subklasifikasi :; Jasa
BU Pelaksana Konstruksi BG 009 Bidang Konstruksi Gedung

Lainnya KBLI 41019

NI Kualifikasi masih berlaku

Bl

JK




Tanggal Pembuatan

Tanggal Persetujuan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Waijib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
wakiu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta
termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a)
dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk
pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan,
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan

untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

21 Agustus 2025 08:35 Oleh H. Abdul Rahim, S. Sos.M.Pd

Tanggal Disetujui oleh

27 Agustus 2025 15:44 Dedy Sadikin

Tahapan

Mulai Akhir



Upload Dokumen Penawaran
Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Perubahan Oleh Dedy Sadikin

Alasan

Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Pembukaan Dokumen Penawaran
Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Perubahan Oleh Dedy Sadikin

Alasan

Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Evaluasi Penawaran
Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Perubahan Oleh Dedy Sadikin

Alasan

Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Perubahan Oleh Dedy Sadikin
Alasan
Perubahan Oleh Dedy Sadikin

Alasan

Perubahan Oleh Dedy Sadikin

1 September 2025 16:00 3 September 2025 08:00

27 Agustus 2025 16:00 29 Agustus 2025 08:00
adanya penambahahn hari untuk memberikan upload penawar

27 Agustus 2025 16:00 30 Agustus 2025 08:00

belum adanya pemasukian penawarandari penyedia maka jadwal
diperpanjang

1 September 2025 16:00 3 September 2025 08:00

belum mengumumkan penetapan pemenang
3 September 2025 08:01 3 September 2025 10:00
29 Agustus 2025 08:01 29 Agustus 2025 10:00

adanya penambahahn hari untuk memberikan upload penawar

30 Agustus 2025 08:01 30 Agustus 2025 10:00

belum adanya pemasukian penawarandari penyedia maka jadwal
diperpanjang

3 September 2025 08:01 3 September 2025 10:00

belum mengumumkan penetapan pemenang

3 September 2025 10:01 4 September 2025 08:00

29 Agustus 2025 10:01 31 Agustus 2025 08:00
adanya penambahahn hari untuk memberikan upload penawar
30 Agustus 2025 10:01 1 September 2025 08:00

belum adanya pemasukian penawarandari penyedia maka jadwal
diperpanjang

3 September 2025 10:01 4 September 2025 08:00

belum mengumumkan penetapan pemenang
4 September 2025 08:01 4 September 2025 12:30
31 Agustus 2025 08:01 31 Agustus 2025 12:00

adanya penambahahn hari untuk memberikan upload penawar
1 September 2025 08:01 1 September 2025 12:00

belum adanya pemasukian penawarandari penyedia maka jadwal
diperpanjang

4 September 2025 08:01 4 September 2025 12:00




Alasan = belum mengumumkan penetapan pemenang
Penandatanganan Kontrak 4 September 2025 12:31 12 September 2025 16:30
Perubahan Oleh Dedy Sadikin 31 Agustus 2025 12:01 14 September 2025 16:30
Alasan = adanya penambahahn hari untuk memberikan upload penawar
Perubahan Oleh Dedy Sadikin =~ 1 September 2025 12:01 14 September 2025 16:30

Alasan  belum adanya pemasukian penawarandari penyedia maka jadwal
diperpanjang

Perubahan Oleh Dedy Sadikin =~ 4 September 2025 12:01 12 September 2025 16:30

Alasan = belum mengumumkan penetapan pemenang

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Audituser

fisik kontruksi Pemeliharaan fisik disperindag 2025. pdf 27 Agustus 2025 15:44 N/A

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. Anugerah Mulia RKK ANUGERAH MULIA.pdf 2 September 2025 14:23
CV. Anugerah Mulia =~ METODEPELAKSANAANPERINDUSTRIAN.pdf 2 September 2025 10:26
CV. Anugerah Mulia SKK dan Daftar Personil.pdf 2 Septembér 2025 10:28
CV. Anugerah Mulia =~ PERALATANCVAM...pdf 2 September 2025 14:10
CV. Anugerah Mulia Daftar Kuantitas dan Harga CV Anugerah Mulia.pdf 2 September 2025 14:10
l J

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi
Peserta Lulus Uraian

CV. Anugerah Mulia Lulus - g




Evaluasi Administrasi

Peserta Lulus Uraian

CV. Anugerah Mulia Lulus -

Evaluasi Teknis

Peserta Lulus Uraian

CV. Anugerah Mulia Lulus -

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. Anugerah Mulia Rp. 199.387.113,30 Rp. 199.387.113,30 Lulus -

l

Hasil Negosiasi

Harga Negosiasi

Peserta

CV. Anugerah Mulia Rp. 199.226.163,30

Nama Peserta Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. Anugerah Mulia 1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status




Pejabat Pengadaan

Dedy Sadikin

NIP

187501012008011033




Berita Acara Hasil Pemilihan

BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Nomor : 000.3/ 07//PP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas /DISPERIN/BARDPP/VIII2025

Pada hari ini, 10 September 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :
Kode Paket : 10339037000

Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Nilai Total HPS : Rp. 199.941.821,67

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peseria yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran

1 CV. Anugerah Mulia Jin karet indah no 11 rt 37 rw 7 kelurahan Rp. 199.387.113,30
loktabat utara kecamatan banjarbaru utara
kota banjarbaru

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peseria Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi



1 CV. Anugerah Mulia Rp. 199.387.113,30 LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. Anugerah Mulia
1. Nilai Penawaran: Rp. 199.387.113,30 (99.72 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 199.387.113,30 (99.72 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 199.226.163,30 (99.64 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ftd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Kalimantan Selatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEJABAT PENGADAAN

J1. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor : 06/ PP- Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas
/DISPERIN/BARDPP/VIII/2025

SKPD/OPD : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Jasa konstruksi
Perencanaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

ID RUP / ID SPSE : 60145424 / 10339037000

TAHUN : 2025

Total HPS : Rp. 199.941.821,67

Metode : Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan September Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprowv
Kalimantan Selatan dan berdasarkan atas Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Nomor : 04 / PP- Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas
/DISPERIN/BARDPP/VIII/2025 tanggal 04 September Tahun 2025 telah melakukan
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga sebagai berikut.

Kesepakatan yang dihasilkan dari klarifikasi dan negosiasi harga

Penyedia dalam hal ini CV ANUGERAH MULIA Sanggup dan bersedia untuk
melaksanakan pekerjaan Jasa Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 30 ( Tiga Puluh ) hari kalender,
sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

cv ANUGERAH MULIA telah melakukan penawaran pekerjaan sebesar
Rp. 199.387.113,30 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan
puluh Tujuh Ribu Seratus tiga Belas Rupiah Tiga puluh Sent). Setelah dilakukan
klarifikasi dan negosiasi Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya untuk pekerjaan
ini adalah sebesar Rp. 199.226.163,30 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Tiga puluh Sent).

Demikian Berita Acara Klarifiksai Teknis dan Negosiasi Biaya ini dibuat
untuk dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut. '

Menyatakan Sepakat :

Pejabat Pengadaan,

Dedy Sadikin, S.Mn, MA 4
NIP.19750101 200801 1 033 Direktur




Kode Tender
SKPD

Nama Pakat
Nama Peserta

10333037000
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

CV. ANUGRAH MULIA

LAMPIRAN HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

HPS Penawaran N
No. Uraian Kegiatan Satuan | Volume Harga Jumlah Harga Juminh Harga Jumlah
= Satuan Rp Satuan Rp Satuan Rp
| |PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN
2 |Papan Nama Proyek {100 x 100 ) bh 1,00 200.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000.00
Pengukuran,pasang bouwplank dan pembersihan lokasi
3 @w_ma..w.mumnm.,.wnlp%@w|ln LI Nt i M HNe et 980.000,00 880.000,00 850,000,00 b it
4 1,00 2 - = ; 3 z
5 bh 5,00 £0.000,00 300.000,00 59.500,00 287.500,00 50.500,00 297.500,00
6 peg 5,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00
S boi 1,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
8 bh 5,00 50.000,00 250.000,00 50.000.00 250.000,00 50.000,00 250.000,00
9 bh 5,00 38.000,00 150.000,00 38.000.00 150.000,00 38.000,00 180.000,00
10 |Spanduk K3 bh 1,00 20.000,00 90.000,00 50.000,00 90.000,00 75.000,00 76.000,00
11 IPEKERJAAN PASANGANDAN PENGECATAN > 2 - - - =
12 |Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Kantor m3 120,72 219,614,853 26.511.914,35 219.500,00 26.458.040,00 218.500,00 26.498.040,00
13 |Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Aula m3 129,42 219.514,83 28.422.564,24 219.500,00 28.407.690,00 218.500,00 2B.407.650,00
14 |Pengecatan m3 774,40 65.007,20 50.341.575,88 B4.500,00 49,948,800,00 84,500,00 49.848,800,00
15 |Pasang Lampu Downlitgh = bh 4,00 250.000,00 1.000.000,00 250.000.00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000.00
16 |Pasang Tiang Bendera besi 2,5 in bh 1,00 1,750.000,00 1,750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
17 |Cor Kedudukan Tiang Bendera Ls 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
18 |Pasang Back Drop m2 8,40 1.350.000,00 11,340.000,00 1.350.000,00 11.340.000,00 1.350.000,00 11.340.000,00
19 |Pasang Meja HPL mi 4,00 2,500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00
20 |PEKERJAAN TAMAN - - - - - -
21 |Anting Puini Bh 2.00 1.200.000.00 2.400.000,00 1.184.000,00 2.358.000,00 1,159.000,00 2.398.000,00
22  |Bromeha Eh 20,00 300.000,00 5.000.000,00 259,900,00 5,995.000,00 209.800,00 5.998.,000,00
97 {Litper Bh 400,00 17.000,00 £,200.000,00 16.990,00 £.756.000,00 16.890,00 6.796.000,00
22 [sikas Bh 1,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.600,00 20,000,00
| 22 |Sambang Dara Bh 10,00 17.000,00 170.000,00 17.000,00 170,000,00 17.000,00 170,000,00
22 |Rumput Gakjah Mini Bh 18,20 £0.000,00 1.152.000,00 60.000,00 1.152.000,00 60.000,00 1.152.000,00
22 |Agave Eh 5,00 150.000,00 900.000,00 149.000,00 854.000,00 149.000,00 834.000,00
22 |Palam Merah Bh 3,00 £70.000,00 2,010.000,00 §65.000,00 1.955.000,00 665.000,00 1.895.000,00
22  |Daun Pisang Bh 12,00 160.000,00 1.920.000.00 160,000,00 1.920.000,00 160.000,00 1.520.000,00
22 |Palam Biasa Bh 4,00 15.000,00 60.000,00 15.000,00 60.000,00 15.000,00 £02.000,00
22  |Dendron Jan Bh 20,00 150.000,00 3.000.000.00 150.000,00 3.000.000,00 150.000,00 3.000.000,00
22  |Bambu Kuning Eh 2,00 52.356,60 184.713,00 52.000,00 184.000,00 92,000,00 184.000,00
22 |Bai Hias Bh 11,00 50.000,00 £50.000,00 50.000,00 550.000,00 50.000,00 £50,000,00
_z:Z [Bambu Dracena Bh 15,00 250.000,00 3,750.000,00 250.000,00 3.750.000,00 250,000,00 3.750.000,00
22 [Reulia Bh 30,00 400.000,00 12.000.000,00 400,000,00 12,000.000,00 400.000,00 12.000,000,00
22  |Pohon Dollar Bh 2,00 2.500,000,00 £.000.000,00 2.486.000,00 4,955.000,00 2.498.000,00 4,996.000,00
22 |Tanah Subur Bh 3,00 175.000,00 525,000,00 175.000.00 525.000,00 175.000,00 §25.000,00
22 Pupulk Bh 20,00 35.000,00 700.000,00 34.900,00 658.000,00 24.900,00 £88.000,00
Banjarbary, 04 September 2025 180.127.767.27 179.628,030,00 | Jumlah 179.483.030,00
Pgjabat Pengadaan \ PPN 11% 19.814.054,40] PPN [ 1% 19.759.083,30 PPN 11% 19,743.133.30
Dedy Sadikin, S.Mn, MA Total 199.941.821,67| Total 199.387.113,30| Toual 199,226.163,30
NIP. 197301012008011033 vob wewuan sennasnines soo o) DiD IR 199.000.000,00] Dibulatkan 199.357.000,00| Dibulatkan 199.226.100,00

Penyedia Bareng/Josa

CV. ANUGRAH MULIA
Ir. SUNARDL
Direktur

Terbilang ; Rp.192.226.100 { Seratus Sembilan puluh Sembilan Juta Dus Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEJABAT PENGADAAN

JL. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 05/PP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas
/DISPERIN/BARDPP/VIII/ 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalimantan Selatan, berdasarkan Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan Langsung Konstruksi Pemeliharaan
Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas Nomor : 000.3.2/02/PP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung
/ Aula Dinas /DISPERIN/BARDPP/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, Pejabat Pengadaan telah
melakukan pembuktian terhadap data kualifikasi Calon Penyedia untuk Paket Pengadaan Jasa Konstuksi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas dengan hasil sebagai berikut :

L G ) Menye-|Sah /
No. Uraian yang Diverifikasi Doku. | men |rahkan Tidak Ket
. |Legali-sir| Copy | Sah

1 2 3 4 6 i

5
113 Dokumen Kualifikasi o i |
Akte Pendirian perusahaan v V S

Akte perubahan terakhir

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
masih berlaku dengan persyaratan: ”
a. Klasifikasi : Bangunan Gedung Lainnya l/
b. Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi BG
009 Bidang Konstruksi Gedung Lainnya KBLI
41019
IUJK atau [UJK OSS atau NIB berdasarkan KBLI tahun /
P
[V

\

2020 yang masih berlaku sesuai ketentuan
perundang-undangan.. Kualifikasi kecil yang masih
berlaku

SKTU atau Surat Keterangan Domisili

TDF/NIB V1
NPWP Vv
2|

Wy $

® N @

Pengurus Perusahaan yang hadir dengan
menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTF)

Komisaris / Persero Komenditer

Y\
H

Dixektux Lllasma / Direktur - V

Wakil Direktur

Surat Kuasa

*Tenaga fefap yang diberikan kuasa dibukiikan
dengan buldi sefor pajak PPh Fasal 21 Form 1721~
Al

9. Data Keuangan :
a. SPT Tahun 2024

b. Memiliki status valid keterangan
Wajib Pajak berdasarkan hasil V
Konfirmasi Status Wajib Pajak

AR
N




Pekerjaan : Pengadaan Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

Kantor/Aula Dinas
Tempat : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalimantan Selatan JI. Dharma

Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalmantan Selatan
Tanggal : 04 September 2025

Pejabat Pengadaan :
NO. NAMA TANDA TANGAN
1. | Dedy Sadikin, S, Mn, MA /
Penyedia Jasa:
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN




104 Doku- Leaali- fMenye- Sah /
Pengalaman Perusahaan : men ?‘; rahkan|Tidak Keterangan
Asli Copy | Sah

a. Kontrak dan Kontrak Addendum

b. Berita Acara Serah Terima (PHO
dan FHO)

11, Data Pekerjaan yang sedang

dilaksanakan

a. Kontrak

b. Progres Terakhir

Kontrak dan Kontrak Addendum
yang disertai BAST

Berdasarkan hasil tersebut di atas, dinyatakan bahwa penyedia MEMENUHI / TIDAK-MEMENUHI
ketentuan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, maka proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan
di atas DAPAT /-FIDAKBAPAT dilanjutkan ke tahapan berikutya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Calon Penyedia : Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula
Dinas

Dedy Sadikin, S. Mn, MA
Nip. 197501012008011033




Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Nomor : 000.3/04 PP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas /DISPERIN/BARDPP/VI11/2025

Pada hari ini, 3 Agustus 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :
Kode Paket : 10339037000

Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Nilai Total HPS : Rp. 199.941.821,67

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen
penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran
1 CV. Anugerah Mulia JIn karet indah no 11 rt 37 rw 7 kelurahan Rp. 199.387.113,30

loktabat utara kecamatan banjarbaru utara
kota banjarbaru

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

1 CV. Anugerah Mulia LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Hasil Keterangan
Evaluasi



1 CV. Anugerah Mulia Rp. 199.387.113,30 LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 CV. Anugerah Mulia LULUS

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Kalimantan Selatan



DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : : 000.3.2/02/FP. Pemr. Pemeliharaan Bangunan Gedung / Aula Dinas
/DISPERIN/BARDFPP/VIII/ 2025

Tanggal: 27 Agustus 2025

Dokumen Pemilihan

Pengadaan Langsung
Pekerjaan Konstruksi

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

Pejabat Pengadaan
pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran: 2025
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BAB . UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Telp. 4770004-4770006-4770007, Fax. 0511-4770009, 4770008
Website: www.kalselprov.zo.id
BANJARBARU

Nomor :000.3.2/03/PP. Pemr, Pemeliharaan
Bangunan Gedung / Aula Dinas /DISFERIN/
BARDPP/VIII/2025

Banjarbaru, 27 Agustus 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. ANUGERAH MULIA
di— Tempat

Perihal 1 Pengadaan Langsung Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula
Dinas

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara
elekironik paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

Nama paket : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

Uraian singkat pekerjaan :
Yang akan di laksanakan pada pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula
Dinas yang terdiri dari :

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
4. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan
yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
Pekerjaan ini meliputi :

A. PROSES PEKERJAAN
Pendahuluan dan Persiapan
Papan Nama Proyek (100 x 100 )
Pengukuran,pasang bouwplank dan pembersihan lokasi (sebelum & sesudah
kegiatan)
Perlengkapan APD
Topi pelindung
Sarung tangan
Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)
Sepatu keselamatan
Rompi keselamatan
Spanduk K3

B. PEKERJAAN PASANGAN DAN FENGECATAN
Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Kantor
Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Aula
Pengecatan
Pasang Lampu Downlitgh
Pasang Tiang Bendera besi 2,5 in
Cor Kedudukan Tiang Bendera
Pasang Back Drop



PEEKERJAAN TAMAN
Anting Putri
Bromelia

Lilipari

Sikas

Sambang Dara
Rumput Gakjah Mini
Agave

Palam Merah

Daun Pisang

Palam Biasa
Dendron Jari
Bambu Kuning

Batu Hias

Bambu Dracena
Reulia

Pohon Dollar

Tanah Subur

Pupuk

Lokasi pengadaan : di Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan pekerjaan konstruksi;
Nilai HFS :Rp. 199.941.821,67
Sumber pendanaan : APBD Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran  : 2025

3. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat  : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon/Fax : 4770006/0511-4770009
Website LFSE : Ipse.kalselprov.go.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data
kualifikasi, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Wakfu
a. Pemasukan  dan  Pembukaan
Dokumen Penawaran dan Data Sesuai SPSE Sesuai SPSE
Kualifikasi
b. Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi,
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Sesuai SPSE Sesuai SPSE
Biaya
€ Penandatanganan SPK Sesuai SPSE Sesuai SPSE

Apabila Saudara membutuhkan keierangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan
Dokumen Fenawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

BAB II. UMUM

Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan
Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan

aturan turunannya.

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan
(LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan
pada Lembar data Pemilihan (LDF).

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai bevikut:

Pekerjaan Konstruksi

HPS

PA

KPA

UKPBJ

Pejabat Yang

Berwenang
Menandatangi
Kontrak

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Orang
Asli Papua

Penyedia

APIP
SPFE]

Surat Jaminan

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan. -

Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
vang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

Lembar Data Pemilihan

Pengguna Anggaran

Kuasa Pengzuna Anggaran

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuinya
disingkat ~ UKPB]  adalah unit  kerja di
Kementerian/Lembaga/Femerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen

Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk
mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha

dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

¢ yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah

calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli
Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.

: adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak.
Aparat Pengawasan Infern Pemevintah

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

¢ Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank

Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan



Ahli K3
Konstruksi/Ahli

Konstruksi

Petugas Keselamatan
Konstruksi

Biaya Penerapan
SMEK
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ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiavaan ekspor Indonesia.

Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.

Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung
berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama
pekerjaan.

segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan
Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Rencana Keselamatan Konstruksi

tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di
bidang K3  Konstruksi  dalam  merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi
yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi
Kerja Masional Indonesia (SKKEND dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat
yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani
Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKND
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

biaya SMKK yang diperiukan untuk menerapkan SMKK
dalam setiap Pekerjaan Konstruksi,
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BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A, UMUM

1. Paket Pekerjaan

dan Identitas
Pejabat
Pengadaan

2. Sumber Dana

3. Pelanggaran
terhadap
Aturan

Pengadaan

.1

1.3

14

1.5

1.7

1.8

1.9

Li0

Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode
Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum
dalam LDP,

Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP,

Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam LDP,

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Nama Kementerian/Lembaza/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP,

Wepsite SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk penzadaan
pekerjaan  konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

3.1

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan
Langsung ini.

c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur harga penawaran;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penvedia

Peserta yang terbukt melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi

sebagai berikut:

a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau
pembatalan penetapan calon Penyedia; dan

b. Sanksi Daftar Hitam.



4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

Gy

41  Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung,

4.2  Perfentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan

pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
b. yang berwenang untuk menandatangani

kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan
usaha Penyedia.

4.3  Pelaku  Usaha  dilavang  melibatkan  pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga
kegja kecuali cuti diluar tanggungan Negara,

4.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan

kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi
Pelaku Usaha

Persyavatan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP meliputi:
4. Memenuhi  ketentuan  perundang-undangan  untuk

menjalankan kegiatan/usaha.
b. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan

perusahaan (apabila ada perubahan);

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak yang dibuktikan dengan;

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai
tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk;

e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja
terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1}, 2) dan/atau 3) maka bersedia menevima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

f. Menyefujui Surat pernyataan Peserta berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

4) keikufsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan

pertentangan kepentingan;

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak

sedang dalam menjalani sanksi pidana;
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2.

h.

i
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6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran
yang disampaikan  benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam dafiar
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesual dengan

subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu)

pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik

di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru

berdivi kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki
pengalaman.

Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKF) dengan perhitungan:

SKP = KP — F, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan

konstruksi yang sedang dikerjakan.

Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang

dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan

di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk

Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

8
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C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung

Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung tevdivi dari:

a.
b.
c.
d.
e,
£

2.

h.

Undangan Pengadaan Langsung;
Instruksi Kepada Peserta (IKF);
Lembar Data Pemilihan (LDF);
Spesifikasi Teknis dan Gambar;
daftar kuantitas dan harza atau daftar keluaran dan harga;
Formulir Dokumen Penawaran:
1) Dokumen Administrasi:
a) Surat Penawaran;
2) Dokumen Penawaran Teknis:
a) Daftar Feralatan; dan
b) Daftar personel beserta daftar viwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan
Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
(2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi
kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;
(3) dapat mensyaratkan Petugas K3,
3) Dokumen Fenawaran Harga:
a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam
Dokumen Administrasi; dan
b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan
Harga.
Formulir Isian Kualifikasi; dan
Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN FENAWARAN

7. Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi

7.1

72

Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data
Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dokumen Penawaran terdivi dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, dan Fenawaran Harga.



7.3
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7.8
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Dokumen Penawaran Administyasi terdiri atas:

4. Surat Penawaran, yang didalamnya menca kan:
1) tanzzal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;

3) jangka wakitu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDF;
4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
5) tanda tangan oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila
ada perubahan).

b. Surat Kuasa davi divekiur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) vang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendivian beserta perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

Dokumen Penawaran Teknis terditi atas:

a. Daftar isian peralatan; dan

b. Daftar isian personel beserta daffar pengalaman kerja
atau referensi kerja.

Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:

a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;

b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga
Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak
Lumsum).

Biaya overfiead (biaya umum) dan keuntungan serta semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang
harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga
penawaran.

Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
(limapuluh  juta rupiah), komponen/ltem pekerjaan
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam = Daftar
Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Data Kualifikasi terdivi dari Formulir Isian Kualifikasi harus
diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian 8.1
Penawaran

Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan
Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana
tercantum dalam SPSE.

Dengan menyampaikan penawaran sesuai denzan 8.1
maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
4. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/atan nepotisme;
2) Akan melaporkan kepada PA/KFA/APIP jika
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
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Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,

fransparan, dan profesional untuk memberikan

hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam

angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b.  Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam;
yang bevtindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam
lain; -
keikutsertaan  yang  bersangkutan  tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha

tidak sedang menjalani sanksi pidana;

pimpinan dan pengurus badan usaha bukan

sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daetah atau

pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai

pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah yang sedang mengambil cuti diluar

tanggungan Negara.

c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia
menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.

d.  Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang
berisi:

1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

2) Menggunakan  fenaga  kexja  kompeten
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bersertifikat;

3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar
kelaikan;

4) Mengzunakan material yang memenuhi standar
mutug

5) Mengzunakan teknologi yang memenuhi standar
kelaikan;

6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(8OF); dan

7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya
penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI

DAN NEGOSIASI

3

Pembukaan
Penawaran

21

9.2

Fenawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam
Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam
SPSE.

Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran,
yang meliputi:

4. Surat penawaran;

b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);

¢. Dokumen penawaran teknis;

d. Dokumen penawaran harga; dan

e. Data Kualifikasi,



10. Evaluasi, 10.1
Pembuktian
Kualifikasi,
Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga

10.2
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Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:

a. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;

b. Evaluasi Teknis;

¢. Evaluasi Harga;

d. Pembuktian Kualifikasi; dan

e. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

4. Penawaran  dinyatakan  memenuhi  persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3
huruf a butir 5);

2) mencantumkan penawaran harga,

3) masa berlaku surat penawatan tidak kurang dari
waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

4) jangka  wakiu  pelaksanaan  pekerjaan  yang
ditawarkan  tidak  melebihi jangka  waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan
administrasi,  Pejabat  Pengadaan  menyatakan
Pengadaan Langsung gagal.

¢. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur
(pass and fail) .

2) Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi
sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.

3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan
izin  berusaha di bidang Jasa  Konstruksi
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa berlaku SBU tidak memperhatikan
ketentuan registrasi tahunan.

b} Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas
akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan
Pelaku Usaha dinyatakan gugur.

¢) Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di
bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas
akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus
menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Fenandatangan Kontrak pada saat rapat
persiapan penandatanganan kontrak.

d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
diterbitkan  oleh lembaga Online Single
Subnission (O88), izin berusaha di bidang Jasa
Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku
efektif  pada  saat  rapat  persiapan
penandatanganan kontrak,

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki
laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru
berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun
terakhir.

5) Persyaratan akta pendirian perusahaan diserlai
dengan akia perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan). Akta asli/legalisic wajib dibawa pada
saat pembuktian kualifikasi.

6) Fersyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
ketentuan:

a) Rumusan SKP
SKF=KP-P

10.4
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KP = Nilai Kemampuan Paket.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan

yang sedang dikerjakan;

Apabila difemukan bukti Pelaku Usaha tidak

mengisi daftar pekerjaan  yang sedang

dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan
yang sedang dikerjakan, maka apabila
pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku

Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan

Fugur,

7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan pembangunan
kesgjahteraan di Provinsi Papua dan Frovinsi Papua
Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli
Papua.

8) Apabila “penyedia tidak memenuhi persvaratan
kualifikasi, Pejabat  Pengadaan  menyatakan
Pengadaan Langsung gagal.

b

- 2

c

Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang

memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang

disyavatkan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem

gugur (pass and filk,

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal

yang harus dipenubi sebagaimana ferdapat pada
klausul 7.4.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan
ketentuan:
1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDF; dan
Z) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam LDP,
f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan dengan evaluasi harza;
8. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal.

Evaluasi Harga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:

1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara
otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koveksi aritmatik dilakukan secara

manual,

2) hasil koreksi aritmatik mengubah  nilai
penawaran.

3) apabila hasil koreksi arvitmatik melebihi HPS
maka penawaran dinyatakan gugur,

4) volume dan/atau  jenis pekerjaan  yang
tereantum dalam daftar kuantitas dan harga
dalam penawaran harga disesuaikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

5} apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara

volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenainya. Dengan
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ketentuan  harga satuan pekerjaan  yang

ditawarkan tidak boleh diubah.

jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan

diangzap sudah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong,

jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan

Jjenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud

diangzap nol.

8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan
peringkat penawaran.

b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan
dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak
dinyatakan gugur sebelum dilakukan klavifikasi
teknis dan negosiasi harga,

¢. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
persen) dari harga satuan yang tercantum dalam
HFS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

1) apabila harga satuan  tersebut  dapat
dipertangzungjawabkan/ sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan
tidak timpang;

2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka
harga tersebut hanya berlaku untuk volume
sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika
terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan
yang harga satuannya dinyatakan timpang maka
pembayaran terhadap velume tambahan
tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi
dan telah disepakati.

d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harzanya
nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan
kegiatan ftersebut harus tetap dilaksanakan,
Harganya dianggap termasuk dalam total harga
kontrak.

6.

=

7

—

Pembuktian Kualifikasi:

a.

b.

Pembuktian  kualifikasi dilakukan jika peserta

memenuhi persyaratan kualifikasi.

Pejabat  Pengadaan  menyampaikan  undangan

pembuktian  kualifikasi dengan mencantumkan

pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian
kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian  kualifikasi
dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan

Langsungz.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daving

dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Peserta Pengadaan langsung mengirimkan foto
dokumen asli yang diperlukan secara elektronik
kepada akun resmi Pejabat Pengadaan,

2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari

kamera/telepon gengzam tanpa proses edit.

Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan

melalui media video call dan didokumentasikan

dalam format video dan/atau foto.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan

secara  luring/tatap  muka,  apabila  tidak

memungkinkan dilaksanakan secara daring.

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah

menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh

peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

3
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Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (offfine)
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadivan penyedia dan penyiapan dokumen
yang akan dibuktikan,

2. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian

kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka
Pejabat Pengadaan dapat memperpanjang waktu
pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari
kerja.

h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat

mengakses data  kontak (misal akun email atau no

telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat

mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta,
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

Wakil peserta vang hadir pada saat pembuktian

kualifikasi adalah:

. 1) Dirveksi yang namanya ada dalam akta
pendivian/perubahan  atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perubahan;

2} Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta
pendirvian/perubahan;

3) Fihak lain yang bukan diveksi dapat menghadiri
pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai
tenaga keja tetap dan memperoleh kuasa dari
Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirvian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendivian/perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkat cleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau

5) pejabat yang menurut Perjanjian Kega Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO,

Pembuktian  kualifikasi  dilakukan  dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informasi
Formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
salinan dokumen yang sudah dilegalisiv oleh pejabat
yang berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut, dan/atan melalui fasilitas elektronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian
kualifikasi dapat dilakukan dengan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti

keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi

dengan cara melihat dokumen kontrak ashi dan Bervita

Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang

telah diselesaikan sebelumnya.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian

kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai

dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadivi
pembuktian  kualifikasi, maka peserta dinyatakan
gugur.

m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam,

Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan
negosiasi harga.

b. MNegosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan
rincian HPS.

c. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha
membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
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d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak
mencapai  kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan Langsung zazal.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung,.

Berita Acara Hasil Penzadaan Langsung harus memuat hal-

hal sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara

b. nama dan alamat Pelaku Usaha;

¢. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;

d. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;

€. unsur-unsur yang dievaluasi; dan

f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
(apabila ada).

G. PENERBITAN SFPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

12, Penerbitan
SPPB]

12:1

12.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ).

Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan

tersebut, dengan ketentuan:

4. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Fejabat
Penandatangan Konteak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak
dikenakan sanksi apapun;

b, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar
Hitam; atau

c, apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka
Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi
apapun,

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SFPBJ
dan mengungzah hasil pemindaian SPPB] yang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.

SPPB] diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari ketja setelah
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SFPB] dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas
yang berwenang.

SPPBJ ditembuskan kepada AFIF.

SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) havi
kerja setelah diterbitkannya SPPB].

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK
dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang
telah ditandatangani pada SFSE.

12.9

13.Penandatangan 13.1

-an SPK

15.2

o 1

Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gazal.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib
memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar SFK.

Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul
7.3 huruf a butir 5).
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NOMOR

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

1.8

Alamat Pejabat Pengadaan: JI. Dharma Praja No. 1 Kawasan
Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1.9

Website  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah:
hitps:/ /disperin.kalselprov.zo.d;

1.10

Website SPSE: Ipse kalselprov.go.id

A. Paket

1.1

Kode RUF ; 60145424

Narma paket pekerjaan:
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas

1.3

Yang akan di laksanakan pada pekerjaan Pemeliharaan
Bangunan Gedung Kantor/Aula Dinas
yang terdiri dari:

A. PROSES PEKERJAAN
Pendahuluan dan Persiapan
Papan Nama Proyek (100 x 100)
Pengukuran,pasang  bouwplank dan
pembersihan lokasi (sebelum & sesudah
kegiatan)
Perlengkapan AFD
Topi pelindung
Sarung tangan
Pelindung  pernafasan dan  mulut
(Masker)
Sepatu keselamatan
Rompi keselamatan
Spanduk K3

B. FEKERJAAN  PASANGAN DAN
PENGECATAN
Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Kantor
Pasang Keramik 40x40 cm Selasar Aula
Pengecatin
Fasang Lampu Downlitgh
Pasang Tiang Bendera besi 2,5 in
Cor Kedudukan Tiang Bendera
Pasang Back Drop
PEKERJAAN TAMAN
Anting Putri
Bromelia
Lilipari
Sikas
Sambang Dara
Rumput Gakjah Mini
Agave
Palam Merah
Daun Fisang
Palam Biasa
Dendron Jari
Bambu Kuning
Batu Hias
Bambu Dracena
Reulia
Pohon Dollar
Tanah Subur
Pupuk

C. Sumber
Pendanaan

1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2025

2. Pagu Anggaran Rp. 418.160.000,00

3. Harza Perkivaan Sendiri (HPS)

Rp. 199.941.821,67

D. Persyaratan
Kualifikasi
Pelaku Usahg

Persyaratan Kualifikasi:

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih
berlaku dengan persyavatan:

4. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
* b. Klasifikasi : Bangunan Gedung Lainnya
c. Subklasifikasi ; Jasa Pelaksana Konstruksi BG 009
Bidang Konstruksi Gedung Lainnya KBLI 41019

1. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
{Valid/ Tidak Valid].

2. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akfa
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

3. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai
dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling
kurang 1 (satu) pekegjnan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang
dari 3 (tiga) tahun

4. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKF);

E. Masa Berlak
Penawaran

7.3.4.2)
10.2.a.3
)

Masa berlaku surat penawavan: 10 (Sepuluh) hari
kalender

F. Jangka Wak|
Pelaksanaan
Pekerjaan

7.2.4.3)
10.2a.4)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (Tiga Puluh) hari
kalender

Jenis Kontrak yang digunakan:
Kontrak Harza Satuan

B. Identitas
Pejabat

Nama KemesntesianilembazaiPerangkat Daerah: Dinas
Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Pejabat Pengadaan : Dedy Sadikin, 8.Mn, MA

G. Persyaratan
Teknis

10.3..1)

10.3.6.2)

Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan uniuk
pelaksanaan pekevjaan, yaitu:

Na | Jenit Alat Kapasites | Jumiah Min. | Kepemaikan/Staius
Min.
1 |PickUp 1-15M3 | 1Untt Wil Sendiri |
Sewa Beli / Sews
2. | Circular sawi Mesin | 7.5 inch 1Unit Miik Sendirii |
Potong Kayu Sewa Beli [ Sewa

3. | Mesin Kompresor | 1-2 HP 77._ Unit Willlic Sendiri 1

Sewa Baoli | Sewa

Status Kepemilikan:

(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan
peralatan (contoh STNK, BFKE, invois);

(Z) Sewa Beli, dilakukan ferhadap bukti pembayaran Sews
Belf (contoh inveice uang muka, angsuran);

(3} Sewa dilakukan terhadap kel 111 surat pery
Sewa.

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk

pelaksanaan pekerjaan, yaitu:




)

Pengalaman
No Jabatan dalam pekerjann Kerja Sertifikat
yang akan dil F K Kerja
(tahun]
I. | Pelaiaana Lapangan {1 Min. 1 Tha | Memiliki ERE
Orang, lmsah SME/SMA) Pelaksanaan
Lapangan Pelerjaan
Gedung Jenjang 4
. Petugas Kemelamatan Min. 1 Tho | Memiliki  senifilear
Konstrukoa {1 Orang, lzasah Keaclamatan |
EME/SMA) Honstruksi

Keterangan:
1. Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerinl atau
Ahli K3 Konstruksi dengan

pengalaman lebilh dari yang disyaratkan, maka tidak
digugurkan.

2. Dalam hal disyaratian jabatan petugas keselamatan
Konstruksi untuk pekerjaan yang

memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan
personi] dengan jahatan Ahli

K3 Konstruksi.

8. Sertifikat Kompetensi Keria dibuktifan saat rapat
persiapan penunjukan penyedia.

4. Kompetensi personel muanajerial meljputi  lama
pengalaman bekera.

5, Fengalaman kerja diiitung berdasarkan daftar riwayat
pengalaman kerja atau

referensi kegja dari pengguna jasa.

6. Pengal yang disampaikan fanpa lampirkan
daftar riwayat pengalaman ferfa atau

referensi maka tidek dapat difitung sebagai pengalaman.
7. Biding pengalaman ketja yang dihitung adalzh
pengaliman sesual dengan keterampilan/

keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan febatan
yang disyaratkan.

8. FPengalaman kegz dihitung  per fahun  tanpa
memperhatikan lamanya pelaksanzan

Konstruksi (dififung berdasarkan Takun Anggaran).

9. Fengalaman kegja yang dinilal adelah pengalsman kegja
sefeleh personel lulus

pendidikan minimal sesual persyaratan untuk memperoleh
SKT/SKK sestiaf yang

i than dalzm LDP.
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BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Terdapat pads bagian lain pada SPSE
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BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Daftar 1: Mata Fembayaran Umum
CONTOH

Keterangan Untuk kontrak Harga Satuan:

Daftar nna_hzmsm dan Harga/Daftar mwﬁw—.mz dan :mnmm harus sesuai dengan Instruksi
Kepada Pelaku Usaha (IKF), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar,

P 5K, Spe No. Uraian Fekerjaan Satuah | foyontipgg | Haga | Total

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran Lkuran Sdtugn | Harga
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana telah diukur dan
disahkan oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan
Material On-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup
semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BF[S, laba, pajak, bea, keuntungan, overfieaddan semua risiko, tanggung
Jjawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas/keluaran dicantumkan atau  tidik. Jika Ponyedia lalai - antuk ] " Tofal Daftar]
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
telah termasuk dalam total harga kontrak.

Sermua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus Untuk kontrak Lumsum:
dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan .m_m"ﬁnmaws pembayaran
terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telah termasu lam harga mata
pembayaran yang terkait. o g Uraian L e Satuan Harga Total

No. | Kehwaran/output >$mwwﬂwwzbutn Keluaran/output | Harga

Total Daftar1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang
bersifat umum,

2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

Untuk kontrak Harga Satuan: E

3 g Satuan . Ha Tolal

No. U Kuantita s
e Fetesen LUkyran R Satuan | Harga

Total Daftar2

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Untuk kontrak Lumsum:
: Fersentase.”
Uraian Satuan Harga Total
” SatuanUku .

No. | Keluaran/output @wtwwh s hﬂu o Keluaran/ouiput | Harga

Total Daftar2
(pindalikan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

i

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 2 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian
pekerjaan lain.

2. Total Ha adalah Semua jenis harga vang tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Fajak
Pertambahan Nilai).
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Daftar 3: Mata Pembayaran
Untuk kontrak Harga Satuan: E
No. Liraian Fekerjaan Satuan | Kuantitas | Harga Total
Ukiran Satuan | Hirgs
Total Daftar3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Untuk kontrak Lumsum:

No. Uratan Fersentase.” Satuan | Safuan Harga, Total
Keluaran/output Ukuran Keluaran/owiput | Harga
Kelyaran/output
Total Daftar3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Keterangzan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain
%.,_Mm sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika
terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

2. Total Harza adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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DAFTAR RERKAPITULASI

Untuk Kontrak Harga Satuan:

Mata Fembayaran Harga
IPekerjaan Harga Satuan

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Ewmamms Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran ... "
—dll.—

TOTAL NILAI
PPN 10%

Total termasuk PPN 10%

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Fekerjaan Konstruksi dengan nilai HFS
paling sedikit di atas Kp50.000,000.00 (limapuluh juta rupiah), komponen/ ltem
pekerjaan penyelenggaraan a&.ﬁﬂg dan kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstruksi dimasulckan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan
Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan,

Untuk Kontrak Lumsum:

ryu Mata Fembayaran Harga
ekerjaan Lumsum

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Fekerjaan Utama

Datftar No. 3: Mata Pembayaran .................

—dlL—

TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Fekeryaan Konstruksi dengan nilai HFS
paling sedikit di atas Rp50.000.000.00 (limapuluh juta :ﬁ.&t\. komponen/ltem
pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerj: tja serta Keselamatan
Konstruksi dimasikian dalam Daftar Knantitas dan Harga/ Dafiar Keluaran dan
Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan,
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BAB VII. BENTUK DOKUMEN FENAWARAN

A.  BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor ltempat],___[tanggal] [bulan)___ [ftahun]
Lampiran
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/ Perangkat Dacrah/
di
Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerfaan]

Sehubungan dengan ::nw:m.m: Pengadaan Langsung nomor:
tanggal __ dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan

[diisi  nama  pekerjaan]  sebesar  Rp
( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaanselama ____ () hari kalender.

Penawaran ini berlakuselama () hari kalender sejak tanggal
surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung,.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/ Koperasi]

Nama Lengkap
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B.  BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

1. Daftar isian peralatan Daftar Kuantitas dan Harga (untuk konirak Harga Satuan)
No Jenis | MerkdanTipe | Lokasi Kapasitas Jumlah - | Kepemilikan Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan stem pekerjaan yang tercantum dalam
1 fatasils spesifikasi.
| m.w — i — = = No | Uraian Pekerjaan | Satuan Volume | Jumiah Harea

2. Dafiar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja

No Nama Pengal {hun)

Jumlah (Sebelum PFN)
. PN@GO®)
Jumlah total setelah PPN

Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum)

Daftar Keluaran dan Harga diisi sesuai dengan stem keluaran/output yang
tercantum dalam spesifikasi.

No Uraian Fersenfase | Satuan Total Harga

Relwaran/Output | /Satuan Harga
Ukuran | Keluaran
Kelparan/' | /Ouiput

Outpuit

_Jumlah Sebelum PPN)

PPN(O%)

Jumlah total setelah PPN




BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama X [rama badan usahal
No. Identitas 3 [diisi dengan no. KTF/SIM/Paspor]
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akia notaris|

Bertindak untuk 2 [diisi nama badan wsahal

dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1

=

saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan
—_lakta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor
dan fanggal akta pendivian/anggaran dasar/surat kuasal;

saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah [hagi pegawar
Kementerian/Lembaga/Femerintah Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara
ditulis sebagai berikut: “Szya merupakan pegawai Kemenlerian/Lembaga/Femerintah
Daersh yang sedang cuti diluzr tanggungan Negara ™},

. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak

vang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha 4

12

Status

D Pusai D Cabang

Alamat Kantor Pusat

3, No. Telepon
No. Fax 3
E-Mail z

Alamat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax

E-Mail 3

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar

4. Nomor

b. Tanzgal

¢. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan
Kementerian Hukum dan
HAM (untuk yang
berbentuk PT)

ra

Akta/Anzgaran Dasar
Perubahan Terakhir

a. Nomor

b. Tangzal H
¢, Nama Notaris E

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama Mo, Identitas | Jabatan dalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi S8y MR s srasanses
b. Tanggal \...cveenees

2. Masa berlaku
3. Instansi pener

1 usaha :

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha L

Masa berlaku
Instansi penerbit !
Kualifikasi

Klasifikasi

Subklasifikasi

GRS

. Tangzal ...

Nomor ....

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)
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No. Nama No. Identitas Alamat

Persentase

2. Fajak

a. Nomor Pokok Wajib Fajak _ 3 _

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Wakiu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru

berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

=34

BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

i Tl Tangzal Selesai
Ringka Feather) THgns 2 Kontrak Pekerjaan/PHO
Nama Paket ngkasan - PPR/PPK &
Ne. Pakerjaan Lingkup | lLokasi Berdasarkan
Pekerjaan
A Narmu Alamat/ Mo / Nilai | Kontrak | BASerah
Telepon Tangzal Terima
1 Z 3 4 5 4] 7 a8 8 10
. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib difsi untuk menghitung SKP)
Pemberi Tugas / = .
o [ bimu Kontrak Total Progres
Nama Klasifikasi/Sub
No. | Paket Klasifikasi Lokasi
Ao . _ | Alamat/ No / 3 No /
Pekerjaan Pekerjaan Nama Felepon | Tanggal Nilai Tangsl Total Nilai
1 2 3 4 ] & T 8 E] 10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung
Jjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ftempat], __ [tanggal]

FT/CV/Firma
[pilih yang sesuai dan cantumiban namaf

[refatkan meterai Rpl10.000,-
dan tanda tangan/

[jabatan pada badan usahal

fbulanf20__

ftahun]

_ CONTOH 1 - KONTRAK HARGA SATUAN

fkop surat satuan keyja Fejabat Fenandatangan Kontrak |

SURAT PERINTAH KERJA (SFK)

SATUAN KERJA :

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor :
Tanggal :

NAMA FEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK

Nama D v Inama  PA/KPA/Fejabat
Fenandatingan Kontrak]

NIP P 1/

Jabatan : . [sesuai SK Fengangkatan]

m.mnwﬂ._ﬂn:wuh veeevenn dtlamat Satuan Kegja)

di

yang bertindak untuk dan atas nama” ....... ¢ oc.....
c.4. Satuan Kerja ....... berdasarkan Surat Keputusan
yvadin Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK
pengangkatan  PA/KPA/PEJABAT  PENANDATANGAN
KONTRAK ] [iika ditandatangani oleh PEJABAT
FENANDATANGAN KONTRAK ditambahkan surat tugas
dari PA/KFA/selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak 7, dengan:

NAMA PENYEDIA

Nama U veenes  [mama wakil Penyvedial
Jabatan b veenes o fSeSUAE 2k nOtaris]
Berkedudukan di vennennn falzmat Penyedia)
Akta Notaris ¢ ... [sesuai akia notaris/
Nomor
Tanggal Y weeesoflanggal penerbitan akta)
Notaris 4

yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama
badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

WAKIL SAH PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK

Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
Nama e feiisi nama yang ditunjuk
menjadi  Walil  Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak /

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
Penandatangan Kontrak ...... nomor
weee tangzal ... fdils’ nomor dan
tanggal SK pengangkatan Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak /

PAKET PENGADAAN:

[diisi nama paket]

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
FENGADAAN LANGSUNG:
Nomor

Tangzzal :

" Disesuatkan dengan nama K/L/FD




NOMOR  DAN
FENGADAAN LANGSUNG :
Nomor .. =
Tanggal :

SUMBER DANA: ........ v [sebagai contoh, canturnkan dibebankan atas DIFA/DFA
veessennenne TARUA ANGALAN ... wntUk 1hAle ANZLALAN KCZIALAN ouvers ——

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: ........ (ooovvirnnnccnnn) Batd kalender dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pettama
Peketjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN:
Fenverahan Pertama Pekerjaan sa

2zal

<o) DAL Kalender difuitung s

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen bevikut merupakan satu kesaluan dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalant dokumen yang lebih tinggi berdasackan urutan hievavki
sebagai berikut:

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b, Surat Perintah Kertja;

c. Dattar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koveksi aritmatik;

d.  Surat Penawaran;

e. Svarat-Syarat Unmum SFK;

. spesitikasi teknis;

2. gambar-gambar; dan

h. dokumen lainnya ,mwmw: Surat Penunjukan Fenyedia Bavang/Jasa, Jadwal

Pelaksanaan Pekegjnan
Rontrak.

minan-jaminan, Berila Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan

2ai dengan Tangzal Penyerahan Akhir Peketjaan |

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (FPN) adalah sebesar Rp.....
( - Pupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran x.:ﬁ:mw:
a :r:% sebagaimana teccantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawavan,(Melalui
koveksi avitmatik)

LINGKUF PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan terdivi dari

1
3.Dst.

[Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambil daci RKA-KL/RKA-D. [sian diambil dari outpus
atan Em?fz_&g_:__.

SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran uniuk kontrak ini dilakukan ke Bank
Penyedia :

o 1eKENING NOMOY & ivecenns, AtAS NAMA

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cavd : ... [disi dengan mermilih
Bulanan, Sekaligus/

[untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perbiitungan progress
pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekegaan dan disetupui oleh
FPejabat Penandatangan Kontrak ]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

i Dst
diisi dokurnen yang disyaratkan utituk pengajuan pembayaran]

[N SN

BESARAN UANG MUKA

| lApabila diberikan wang muka, maka vang muka paling sedikit sebesar 50% dari Maiga
| Pekeryaan)

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __ % ( _perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang niukal

Kontrak ini tidak dibe
FASILITAS

in uang muka

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :
[Untuk nifai konteak < 50 Juta dicsi:

1. Alat Felindung Diri (AFD);

2 ndung Kerja (AFK);
Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;

(diisi fasilitas milik Fejabat Fenandatanigan Kontrak yang akan diberikan kepada
Fenyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaarn ini @pabila ada))]

B

[Untuk nifa) kontrak > 50 Juta diisi:

(iiss fasilitas riftik Fejabat Fenandatangan Koiteak yang akan diberikan kepada Fenyedia
untuk kelancaran pelaksanan pekeryaan ini (apabila ada))

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Fenyedia
Pejabat Penandatangan 72;5:, -

[tanda fangan dan capr (ika salinan asli jni

ftanda tangan dan cap (Jika salinan asi untuk proyek/satuan kerja Fejabat
fni untuk Penyedia inaka cekatkan Penandatangan Kontrak tnaka rekatkan meterar
meterai RpT0.000,- )/ Rp10.000,- )]
[ lengap) [nama lengkap,

| fabatan liabatan)
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
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LINGKUP PEKERIAAN
Penyedia yang ditunjuk Umxwmé&%m: urituk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesitikasi teknis dan harga yang
tercanlum dalam SFK,

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interprelasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

LARANGAN  KORUPSI,  KOLUSI DAN/ATAU  NEPC

WEWENANG SERTA PENIFUAN

Berdasarkan ctika pengadaan barang/jasa pemeriniah, paca pihak dilavang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk membert atay menerima hadiah
atan imbalan betupa apa saja alau melakikan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketaluu atay patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b. mendorong fevjadinya persaingan tidak sehal; dan/atau

membuat dan/alau menyampaikan secara ticlak benav dokumen dan/atau

keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK i ini;

d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan lermasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) lidak pernah dan tidak
akan melakukan tindakan yang dilavang pada pasal di atas;

e. Peuyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Konteak terbukti
tnelakukan latangan-lavangan di alas dapat dikenakan sanksi-sanksi adeainisteatif
olelt Fejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan pecatu n-perundangan;

f, Pejabat Fenandatangan Kontrak yang terlibat dalam karupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

SML,  PENYALAHGUNAAN

&

HARGA KONTRAK
Harga Kontrak telah memperbitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi
{apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekeri n, dan biaya
penerapan SMKK;
b. Rincian harga 70::&/ sesuai dengan rincian vang tercantum dalam datlar
kuantitas dan hatga

UANG MUKA

a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga ketja konstuksi,
pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk
persiapan teknis lain;

b, Unluk usaha kecil, uang muka dapat dibe
perseratus) dar IA:AQ Pekerjaan Konstruksi;

¢. Dalam hal diberikan uang muka, maka 13:._.»5__ hacus mengajukan permohonan
pengambilan uang mika secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencans penggunaan wang muka unluk melaksanakan pekerjaan
sesual SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka ditentukan dalam $PK dan dibavar setclah Penyedia
menyerahkan Jaminan Usng Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

e. Masa Tﬁ_nrz:f.m Jamminan Uang Muka paling kurang sejak tanggzal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan .E:Wn_a_ Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/FHO);

t. Pejabat Penandatangan xo::ﬁr harus mengajukan Suvat Permintaan Pembayaran
(SFF) kepada Pejabal Perandatangananan Suvat Perintah Membayar (PPSFM) untuk
permohonan tersebut pada huruf d, paling lumbat 7 (ujub) hari kema setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

g v@@:::&i: uang muka  ham L_.ﬁ,:__:.::_mw berangsur-angsur  secan
proporsional £l 8.5__ ?:_wﬁé.u: Eﬁ... 5 zmwm jaan dan paling lambat havus

n paling sedikit 50% (lima puluh

lunas pada saat peke arabus perseratis).

~1

2

o

10,

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

a. Penyediabechak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekel

ra dan ketentuan yang lelah diletapkan dalam SFK;

b. Penyedia berhak meminta fasilitas-tasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabal Fenandatangan Kowntrak wntuk kelancavan pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan SPK;

¢. Penyedia berkewd)iban melaporkan pelaksanaan peketjaan secara periodik kepada
"ejabat Fenandatangan Kontrak ;

d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyele
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dd
dalam SPK;

¢. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akutat dan penuh fanggung jawsb dengan menyediakan tenaga kevja, bahan -bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan sezals pekerjaan permanen maupun
sementart yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang divinet dalam SFK;

I Penyedia berkewajiban memberikan keteranzan-keternngan vang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Konteak ;

4. Penyedia berkewgjiban mengambil langkah-langkah yang memadai datam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
biku, penggunaan peratitan kevjn konstruksi dan proses produksi;

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua  perintah  Wakil Sah  Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Wakil Sah Pejubat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekeriaan dalam STK ini.

aidengan

HAK AN KEWAJIBAN PEJABAT FENANDATANGAN KONTRAK

4. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak me ngawasi dan memeriksa pe ketjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b, Pejabat Penandatanzan Konteak berhak menerima laporn-laporan secara periodik

mengenal pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Pefabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekeriann sesual dengin

jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK:

d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewsjiban membayar pekerjaan sesaai dengan
harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada ﬁo:qraﬁ.

€. Pejibat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana
dan prasarana yang dibutubikan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan

WerjEan uﬁ__a;n_»,:_::_ SFK; dan
bat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerj

Penyedia.

WAKIL SAH FEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a. Setiap lindakan yang disvaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat UCQL,M:I: Kontrak
ini oleh Pejabat Fenandatangan Konteak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
Emr__vm: Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

b. Kewenangan Wakil Sah Fejabat Penandatangan Kontrak  diatur dalanm Surat
Keputusan dari Pejabat Penandalangan Kontak dan harus disampaikan kepada
Penvedia.

PERFAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang bevlaku atas pelaksanaan SFK. Semua
pengeluaran pevpajakan ini dianggap telab termasuk dalam havga kontrak.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

4. Fenyedia dilarang unluk merigalihkan dan/atau mensubkontrakkan sehagian atau
selucul pekecjaan. Pengalihan selutuh pekeviaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergintian nama penyedia, baik sebagar akibat peleburan (mercer) atau akibat
lairnya. |
Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

=

MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a. SPK ini ku efektit’ pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai
dengan sampal dengan Tanggal Fenverahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
FPava Pihak yang tevdapat dalam SPK sudah terpenuhis




-39~

b.

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tangzal Mulai Kerju yang tercanium dalam SPMK

sampal denzan Tanggal Fenyerahan Fevtama Pekerjaan;

¢. Masa Pemelibaraan dilitung sejak Tanggal Penyerahan Pevtama Pekerjdan sampai
de iverahian Akhir Peker

d. Paling Jambat
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bevsama dengan Penyedia,
unsult perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat

pan pelaksanaan konlrak;

e. Hasil rapal pecsiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Bevita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

f. Padn tahap awal pelaksanaan kontak, Pejabat Penandatangan Konhak  dan
Pengawas Pekerjaar bersamp-sama dengan Penyedia melakykan penzgukuran dan
pemeriksann detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);

8. Hasil pemeriksaan bersama ditwangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum SFPK;

h. Penyedia harus menyelesaikan pekeriaan sesuai jadwal yvang ditentukan;

i. Apabila penyedia ticlak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluay pengendaliannya dan penvedia telah melaporkan kejadinn tersebut kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan higas penyedia dengan adendum SPK.

7 {tujul) havi kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum

12. PENGENDALIAN WAKTU

- Kecuali SFK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakun pekerjaan
sesual dengan jadwal vang telah disepakati sewaktu Rapal Persiapan Pelaksinaan
Kontrak, serta menyelesatkan pekerjaan paling lambal selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SFK;

b, Apabila Fenyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendalinnnya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penvedia telnh melaporkan kejadian tersebut kepada Fejabat Penandatangan Kontrak
- dengan disertai bukti-bukti vang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak ,
makd Fejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Pevistiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan huzas Penyedia dengan membuat
adendum SPK;

. Jika peketjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Fevistiwa Kompensasi alau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda,

13, KETERLAMBATAN FELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan peketjaan sesuai jadwal, maka Fej
Penandatangan Kontrak  harus memberikan pecingatan secara fer
dikenakan ketentuan tenting kontrak kritis;

b, Kontrak dinyatakan kritis apabila vealisasi fisik pelaksanaan terlambal lebih besar
10% dari rencana;

¢ Penanganan kontrak levlambal dilakukan dengan rapal pembuktian (show cause
meeling/SCM) sebagai berikut:

1) FPada saat Kontak dinyatakan kritis, Pengawas Pekevjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada Penyedin dan selanjutnya menyelengzarakan
Rapat Pembuktan (SCM) Tahap 1.

2)  Dalam S5CM Tahap 1, Fejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan dan
Penyediz membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapat oleh Penvedia dalam periode waktu tertentu {uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 1.

8)  Apabila Penyedin gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Perundatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis | dan harus
diselenggarvikan SCM Tahap 11 yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu fertentu (uii
coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 11.

4)  Apabila Penyedia zagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 11 dan  harus
diselenggarakan SCM Tahap 111 yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik vang harus dicapai oleh Penvedia dalam wakty tertentu (u 1
coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 111,

5)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiza, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak  menecbitkan Surat Feringatan Kontrak Kritis I dan Pejabat
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Penandatangan Kontrak dapat melakulan pemutusan Kontrak secara mn__u._::w#
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Houkum Perdata.

6)  Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lugl maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14, PEMBERIAN KESEMPATAN
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan konlrak
berakhir, Pejabat Fenandatingin Kontrak melakukan penilaian alas ker
pelaksanaan peketjasn. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
4. Memberikan kesempatan kepada Penyedia unluk menyelesaikan peketjaannya dengan
ketentuan sebagal berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menye
50 (lima puluh) bati kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan scbagaimana angka 1 dia
masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dupat:
(2 Memberikan kesemipalan kedua untuk penvelesaian sisa pekerjaan dengan
Jangka waktu sesuai kebutuhan; alau
(b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai lidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.
Femberian kesempatan kepuda Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 huruf a), ditvangkan dalam adendum kontvak yang didalamnya mengatur
pengenian sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
¢. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan peke
melampaui tahun anggaran.
d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratil dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan,

kan pekeriaan sampai dengan

=

s, Penyedia

=

n dapal

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
4. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlincungan bagi tenaga
kerja konsteuksi nya, minimal berupa BFJS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perfindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam havea Kontrak.

16, FENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Fenyedia berkewnjiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa

batas Pejabat Fenandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk

tuntulan, tanggung jawab, kewnjiban, kehilangan, kerugian, denda, guzatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya vang dikenakan terhadap

PFejabat Penandatangan Konlvak  beserta instansinva (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atap kelalaian bewat Pejabat

Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul davi hal-hal

berikut terhitung sejak Tangzgal Mului Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan

Akhir Pekevjaan :

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga
kerja konstruksi;

2)  cidera tubult, sakit alav kematian tenaga ketja konstruksi;

3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
prhak ketiga;

b, Terhitung sejak Tanggal Mulai Kevja sampai dengan Tanggzal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjuan ini, balan dan
perlengkapan merupakan risike Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan cleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;

¢. Pertunggungan asuvansi yang dimiliki oleh Fenyedia tidak membatasi kewajiban
penanzgunzan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeviaan atau bahan yang menyitu
dengan hasil pekevjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tangzal
Penyerahan Akhiv Pekerjaan havus diganti atau diperbaiki oleh Fenyedia atas
tangzungannya sendiri jika kehilangan atau kevusakan tevsebut tevjadi akibat
tindakan atau kelalaian Fenyedia.

17, PENGAW ASAN DAN FEMERIKSAAN MUTU
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a.

o

o

1.

f.

Pejabat  Penandatangan Kontrak  berwenang melakukan pengiwasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan vang dilaksanakan alek penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepaila
pikak ketiga untuk melakuknn  pengawasan dan pemeriksaan aias  ssning
peliksanaan pekevjaan yang diliksanakan oleh penyedia;

Fejabat Penandatanzan Kontrak memberitalukan secam terfulis penyedia atas setia p
cacat muty vang ditemukan. Pejabat Pernndatangan Kontrak dapat memerintahkan
penvedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacal muty, serta menguji
pekerjuan yang dianggap oleh Pejabal Penandatangan Kontrak mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Mass Kontrak;
Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewnjiban untuk
memperbaiki  Cacat Mutu dalam  jangka waktu yang  ditetapkan  dalam
pemberitahuan;

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Fejabat Fenandatangan Kontrak | berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjann, berhak untuk secara langsung atiu melalui piluk ketiza vang ditunjuk
oleh Fejabat Fenandatiungan Kontrak melakukan perbaikan tersebut, Penyedia segera
setelath  menerima  klaim Pejabal  Penandatangan Kenbvak  secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh pengzantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Fenyedia vang jatuh tempo (jika ada) atan uang vetensi atay pencairan
Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
vang telah jatuh tempo;

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda ketetiambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jikd tidak melaksanakan perbaikan cacat mutiy;

Jangka waktu perbaikan akibat Cacal Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberilahuan cacat malu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a.

o

Pemeriksaah pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak unhik menetapkan
volume pe an atau keglatan yang telal dilaksanakan guna pembayaran hasil
peketjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjadn;

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjsan, selurah
aktivitas kegiatan pekevjaan dilokasi pekerjagn dicatut dalam buku harian sebagai
bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

Lapovan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan stau bulanan
sesual dengan kebutuhang

Untuk mevekam keguatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedin membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan
pekevjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak .

Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tettuang dalam SPK,
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk secah tevima pertama pekerjnan;

Pejabat Penandatangan Kontak  memerintahkan Pengawas Peketjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

Pemeriksaan dilakukan  terhadap  kesesuaian  hasil  pekerjpan  terhadap
kritevia/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekevjaan disampaikan  kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak | apabila dalam pemeriksaan hasil pekeriaan tidal sesnai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejabal Fenandatangan Kontrak —memervintahkan Fenyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pelkerjaan;

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekejaan telah sesuai dengan keteniuan YR
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak  dan Penyedia
menandatangani Beritn Acara Serah Tevima Fertama Pekerjaan;

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga
Konirak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupskan vetensi selama rhasa
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pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) daci Harga
Kontrak dan Penyedia havus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKEIIR FEKERJAAN

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemelibaraan sehingga

Konulisi tetap seperli pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

Lamanya Masa Pemeliharaan ditetaplan dalam SPE;

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secaia

fertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penysrahan akhir pekerjann;

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Fenyedia telah melaksanakan semua

kewajibarnya selama Masa Pemelihavaan dengan baik dan telah sesuai dengan

ketentuan yiang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontmk dan

Penyedia menandatangani Bevitn Acava Sexah Teritna Akhur Pekeriaan;

e, Pejnbut Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sis Harga Kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Femeliharaan;

f. Apabila Penyedia lidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sehagaimana
mestinya, maka SPK dapat dipuluskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

2. Setelah penandatanganan Berita Acara Sersh Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat
Fenancatangan Kontrak menyerahkan hasil pekevjaan kepada PA/KPA.

d

21. PERUBAHAN SPK

2

2

4. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui olel para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputiz
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3)  perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
4)  perubahan SPK yang discbabkan masalah administrasi,

¢. Untuk kepentingan peribihan SPK, Pejabat Penandatangan Koutrak dapat meminta
pertimbangan davi Pengawas Pekerjaan.

2. PERUBAHAN PEKERJAAN

2
o

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksinaan

dengan gambar dan/atau spesitikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SFK,

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan pevibahan

pekerjnan, yang mehputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/ pekerinan;

3)  mengubah spesifikasi teknis dnn/atau gambar pekevjaon; dan/atau

4)  mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal bdak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada

huruf a diatas namun ada pevintah perubahan dari Pejabat Penandatanzan Kontvak

» Pejabat Penandatangan Kontrak bersamia Penvedia dapat menyepakati perubabian

pekerjnan yang meliputi:

1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/ pekerjaan;

2)  mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

¢. Fevintah perubahan pekerjaan dibual oleh Pejabat Penandutangan Konteak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tevcantum dalam SPK awal:

d. Hasil negosiasi tersebul dituangkan dalam Bevila Acaya sebagai dasar penyusunan
adendum SFPK;

¢. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Konteak,
perubahan SPK ditaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
fidak melebihi 10% (sepuluhi perseny dari harza yang tercantum dalam SFK awal dan
tersedianya angzaran.

=

PERUBAHAN HARGA

a

Perubahan Harga Kontvak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi;

b. Apabila kuantitas mata pembayaran ntama vang akan dilaksanakan berubal akibat
perubahan pekerjaan lebih dar 10% (sepulul pevsen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan hargs satuan  yang
disesuatkan dengan negosiasy
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d.

24. PERI
a

[N
k5]

. KEA
a.

.

b.

Apabila diperlukan mata pembayaran barn, maka Penyedin jasa harus menverahkan
vincian harga satuannya kepada Fejabal Penandatangan Kontrak . Penentuan harga
satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi

Ketentuan ganti rugl akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.

UBAHAN JADWAL FELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
Perubahan jadwal pelaksanaan pekeviaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2)  perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

iwa Kompensa
Ferpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1} perubahan pekerjaan;

2)  Pevistiwa Kompensasi; dan/atau

3) Keadaan Kahar,

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang  paling kurang sama dengan  waktu
terhentinya SFK akibat Keadaan Kahar atau waktu vang diperlukan untuk
menyelesaikan pekevjaan akibat davi ketentian pada huruf b diatas;

Pejabat Penandatangan Kontiak dapat menyetujui perparjangan Masa Pelaksanaan
atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan
oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai perfimbangan yang waiar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. lika Penvedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegerd mungkin, maka keterlambatan seperti inj tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;

Pejabat Penandatangan Konlrak berdasavkan pertimbangan Pengawas Peketjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
Persetujuan  perubaban jadwal pelaksanaan  dan/atau perpamiangan  Masa
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SFK;

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaw
Masa Pelaksangan maka Penyedia berhak untuk memints perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan dat  penunjang, Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjuan mentperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adencdum
SFK.

DAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadnan kahav, Pejabat Fenandata ngan Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara

tertulis dengan kelentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) havi kalender sejak menyadari atau
seharusnyd menyadari atas keiadian atan tevjadinya Keadaan Kahar;

2)  menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyetahkan hasil identifikasi kewajiban dan kineria pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalen salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atan wanprestasi

apabila telah dilakukan sesuai pada hurufa, Kewajiban yang dimaksud aclalah hanya

kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhiadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang

terdampak dan/atau akan tevdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penandateangan Kontrak  mengubah Jadwal pekerjaan vang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2)  keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Fenandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang di utuhkan;

4} Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SFK;

5) FPejabat Penandatangan Kontrak  memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan; atau

6) Fejabat Penandatangan Kontrak  memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/hidak diselmbkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

Jika Peristiwa  Kompensasi mengakibatkan pengeluaran  tambahan  dan/atau

keterlambatan _penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanzan Kentrak
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]

e}

3

berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atay memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan;
ibat Fe

Fejubat Peaandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kevugian nyata;

Ferpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan daia
penunjang danperhitungan kompens ang diajuliin oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambabun waktu akibat
Peristiwa Kompensasi;

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atiu petpanjang asa Pelaksanaan jika
Penyedia gagal atay lalai untuk membevikan peringatan dini dalam mengantisipasi
atai mengatasi dampak Peristwa Kompensasi.

- FENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

Penghentian SFK dapat dilakukan karena teriadi Keadaan Ka ar;

Pemutusan SPK dilikukan dengan terlebih dahube memberikan 3 (tiga) kall surat

peringatan dari salab satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan

wanprestasi;

Pethutusan SPK dapat dilaknkan oleh Pejabat Penandatangin Kontrak atau Penyedia;

Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (erpat belas) hari kalender

setelah Pejabat Perandatangan Kontrik /FPenyedia menyampaikan pemberitahuan

rencana Femutusan SPK secara lertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan

Kontrak ;

Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat

Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Fejubat Penandatangan Kontrak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia {apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandata nzan Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kemtrak ;

Mengesampingkan Fasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pejabat Penandatangan Kontrak atan Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapuat

melkukan pemutusan SPK apabila;

1) Pejabat Penandatangan Kontrak  atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/atiu nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme  dan/atau pelanggaran  persaingan  sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barvang/Jusa dinyatakan benar oleh Instansi ying berwenang;

3 Penyedia berads dalam keadaan pailit vang diputuskan aleh pengadilan;

4 Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan
SFEK;

5) Penyedia gagal memperba newja;

6) Penyedit lalai/videra j dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

7 berdasarkan penelitian Pejabat Penandntangan Kontrak | Penyedia tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesemputan
sejak masa berakhivnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

8) setelabdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerinan sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

N FPenyedis menghentikan pekerjain selama 28 (dua puluh delapan) h
dan penghentian ini fidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pe
tanpa persetujuin pengawas pekerjaan;

10) Penyedia mengalibkan seluruh kontrak bukan dikavenakan pergantiah nama
Penyediay

1D setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pena ndalangan Konteak , Pengawas
Pekeriaan memevintahkan Penyedia untuk menuiuda pelaksanann pekerjaan
atau kelinjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 {dua
pulih delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati.

Dalamm hal pemotusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan kavena kesalahan

Penvedia maka:

1) Sisa uang muka havus dilunasi oleh Penyedia alau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan

31 penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
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CONTOH 2- KONTRAK LUMSUM

[kop surat satuan keria PPK]

SATUAN KERJA :

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL $FK:

Nomor  :
Tanggal : A
Numa I eevennns fnama PA/KPA/PPK]
NIF Lo [INIF]
Jabwitan D e [SCSUAT SK Pengangkatan/
Berkedudukan = .. [alamat Satuan Kevja)
di
NAMA PEJABAT vang berlindak untuk dan atas nama” ... c.q. ceen.
PENANDATANGAN KONTRAK | c.q. Satuan Kerja ....... berdasarkan Su Keputusan
coeend Nomor o tanggal oo tentang o [SK

pengangkatan FAKFA/PPK] [jika ditandatingani oleh
FPK ditambalikan suiat tugas dari PA/KPA] selanjutnya
disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak ”, dengan:

Nama 2 . (mama wakil Fenvediy]
Jabatan b veses o [vesual akta notaris]
Berkedudukanci ¢ ........ falsmat Pervedtis]
Akta Notavis @ ... fseswariaktn ot/
Nomior
NAMA PENYEDIA .
Tangzal U ftanggal pencibitan akta)
Notaris D eeee [nama notaris penerbit
akta]
vang bertindak untuk dan atas nama ....... i MHaG

badan usihaf sela

tva disebut “Penvedia”,
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MASA PELAKSANAAN FERERJAAN: ... (......oovoon) Bl kalender dihilung sejak Tangeal
Mulai Kerja yang tercantum dalain SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Fertama
Fekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

e wwceeed) hari Kalender dihitung sejak Tanggal
Pentyernhan Pertama Feke

an sampal dengan Tanggal Fenyer

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dakumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suaty dokumen dengan ketentuan dalam dokwen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi bevdasavkan urutan hievacki
sebagai berikut:

a.  Adendum Surat Perintah Ketja/SFK (apabila ada);

b, Surat Perjanjian;

c. Surat Penawaran;

d. Syarat-Syarat Umum SPK;

e. gambar-gambar;

. spesifikasi teknis;

2. Daftar Keluaran dan Hauga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

h.  Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/|asa, Jadwal Felaksanaan
FPekerjaan, jaminan-jaminan, Bevita Acara Rapai Persiapan Pelaksanaan Kontrak,

HARGA KONTRAK
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambaban Nilai (FFN) adalah sebesar Rp.

. upiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penswaran terkoreksi
aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan
koveksi aritmuatik,

LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan tevdiri dari :
3.Dst,

[Catatan: diisi dengan kegiatan yang digmbil daer RKA-KL/RKA-D, isian dianbil dari output
atin sub-ouiput]

Wakil Sab Fejabat Fenandatangan Kontrak

Nama 3 . [dist nama yang  ditumink
memadi  Wakil — Sah Fejab
WAKIL SAH PEJABAT Penandatangan Kontrak /
PENANDATANGAN KONTRAK Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
Penandatangan Kontrak .. nomor
e danggal Lo MESE nomor dan
tanggal SK pengangkatan Walkil Sal
Fejabat Penandalangan Kontrak /
NOMOR  DAN  TANGGAL SURAT  UNDANGAN |
PENGADAAN LANGSUNG:
PAKET PENGADAAN: (OHClyy :
Tanggal
[diisi nama peket] NOMOR DAN  TANGGAL BERITA ACARA HASIL |
| PENCGADAAN LANGSUNG :
Nomor
Tanggal :

"SUMBER DANA ... [sebagal contoh, cantumbkan  dibebankan atas DIFA/DFA

veavessnnnes TN ANGQALAN oo ALK MALE ANGLALAD KEQIAAN covrvevsseeiiveieinn]
5 185 2K

" Disesuarkan dengan nama K/L/PD

SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank
Penyedia

rekening nomot : . atas nama

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cava : ... [diis/ dengan memilih
Termin/Sekaligus/

Juntuk petubayaran dilakukan secard termin, maka dilakikan dengan ketentnan:

Termin  ke-1:  sebesar __% dari  nilal Kontrak  untuk  penyelesaian  tabapan
pekerjaan/subouiput berupa .

Terrun  ke-2: sebesar__ % dari nifal  Kontrak  ogntuk penyelesaian  tahapan
ped)
peketiaan/siuboutput berupa "

Termin  ke-3: sebesar % daw’ nilai Konteak  untuk  penvelesaian  tahapan
pekerjaan/suboutput berupa__

dst...]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayvaran prestasi
peketjaan:
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[diisi dokumen ::ﬁ disyaratkan ::Ew.t@:mﬁg,m:m: pembayaran]
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BESARAN UANG MUKA

JApabila diberskan uang muka, maka wang muka paling Hnggr sebesar 30% dard Harga
FPekerjaan]

Konttak ini diberikan uang muka sebesar _ % | perseratus) dari Havga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan vang mukal

Kontrak initidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Fenandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :
[Untuk nilai kontrak < 50 juta difsi:
1. Alat Pelindung Diri (APD);
2. Alat Pelindung Ketja (APK);
3. Fasililas. sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
4

O, (ddinsi fasdlitas milik Fepabat Fenandatangan Kontrak vang akan diberikan kepada
Fenyedia untuk kelancarin pelaksanan pekeriaan in/ (Rpabila ada))]

[Untuk nilal kontrak > 50 Juta diist:

(ciisy fastlitas tulik Fepabat Penandatangan Kontrak vang akan dibecikan kepada Fenvedia
untuk kelancaran pelaksanan peketjaan inf (apabila ada)))

Untuk dan atas nama ................. Untuk dan atas nama Penved
Pejabal Penandatangan Kontrak

ltanda tangan dan cap (jika salinan asli ftanda tangan dan cap (ka salinan asli ini
i untuk Penyedia maka rekatkan metetar untuk proyek/satuan kerja Fefabat
Kp10.000,- )] Fenandatangan Kontiak maka rekatkan
meteral Rpl0.000,- )/
{nama lengkap) luama lengkap!
| labatan] Liabatan]
SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERIAAN
Penyedia yang dilunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan keluavan, gambar, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasavkan kepada hukum Republik
Indonesta.

3. LARANGAN KORUFSI, KOLUSI DAN/ATAU  NEPOTISME, PENYALAFIGUNAAN

WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

A, menawarkan, menerima alau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah
atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengatuhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b, mendorong tetr

dinya persaingan tidak sehat; dan/atau

4.

1§1]

miembuat dan/atan menyampatkan secara tidak benar dokumen dan/atau

keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak
akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas,

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukt
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi bexrdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

HARGA KONTRAK.

: 58

b.

Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, belan
(apatla dipersyaratkan), biaya overdesd, |
penerapan SMKK;

Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercanturn dalam Daftar
Keluaran dan Harga.

pajak, asuransi
ya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya

UANG MUKA

a.

[~

C.

=y

o

I

i

o

d.

o

-

5]

Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi pevalatan/tenaga kevja konstruksi,
pembayaran vnang tanda jadi kepada pemasok bahan/malerial dan/atau untuk
petsiapan teknis lain;

Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 0% (tiga puluh
perseratus) dari Harga Pekevjaan Konstruksi

Dalam hal diberikan nang muka, maka Penyedia harus mengajukarn permohorian
pengambilan uang muka secarn terlulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesial SFK dan rencana pengembaliannya;

Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Usng Muka paling sedikit sebesar yang muka yang diterima;
Masa berlakunys Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Peketjaan
(Provisronal Hand Overy FHO),

Pejabal Penandatingan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Fembayaran
(SPF) kepads Pejabat Penandatangananan Surat Pevintah Membayar (FPSPM) untuk
permobionan tersebut pada bueuf d, paling lambat 7 Gujub) havi kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima,

Pengembalian  wang muka harus diperhitungkan  berangsur-angsur  secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekeriaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus),

AK DAN KEWAJIRAN PENYEDIA

Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SFK;

Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabal Penandatangan Rontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ses
ketentuan SPK:

Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaca pe
Pejabat Fenandatangan Kontrak ;

Fenyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesial dengan jadwal pelaksanaan pekeriaan dan ketenluan yang telah ditetapkan
dalam SPK;

Penyedia betkewajiban melaksanakan dan menyelesatkan pekevjaan secara cermat,
aleurat dan penuh fanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke /atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementars yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang divinei dalam SPK;

Penyedia bevkewsajiban memberikan keterangan-keterangan vang dipeviukan untuk
pemeriksaan pelaksanann yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memada dalam vangka
memberi perlindungan kepada setisp orang yang berada di tempat kerja maupun
masyavakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, pengzunaan peralatan kerja konstiuksi dan proses produksi;

dik kepada
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10.

1

2. PENGENDALIAN WAKTU

h. Penyedin berkewajiban  melaksanakan semua perintaill Wakil Sall Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang mr,:m_ dengan xmémsm:vé
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SFK ir

HAR DANKEWAJIBAN PEJABAT FEN

a.  Pejabat Penandatangan Konlrak berhak mengawasi dan memeriksa peketjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b.  Pejabat Fenandatangan Kontrak berhak menevima laporan-laporan secara periodik

mengenai tnriam:.i: pekerjann yang n:mwiz;m: oleh Fenyedia;

Pejabat Penandatangan Kontvak berhak mencrima hasil pekecjaan sesuai dengan

dwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

d. wn_mwi Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekevjaan sesuai dengan

harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana

dan prasavana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan sesuai ketentuan SFK; dan

Pejabal Penandatangan Kontr. Ak berkewajiban menilai kinetja Penyedia,

WAKIL SAH PEJABAT FENANDATANGAN KONTRAK

4. Seliap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasavkan SPK ini
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

b. Kewenangan Wakil Sah FPejabat Penandatangan Konmlrak —diatur dalam Surat
Keputusan dari Pejabat Fenandatangan Kontvak dan hatus disampaikan kepada
Fenyedia.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, tetvibusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SFK. Semiua
pengeluaran perpajakan int dianggap telah termasuk dalam haiga kontrak,

PENGALTHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

a. Fenyedia dilavang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
selurub pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolebkan dalam hal
pergantian hama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya;

b, Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Fejabat
Fenandatangan Kontrak dan Fenyedia dikenakan sanksi.

MASA PELAKSANAAN KONTRAK

a. SPK i berlaku efektif pada langgal penandatanganan oleh para pihak sampai
dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekevjaan dan hak dan kewajiban
Para Fihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

b.  Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kevja yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tangzal Penyerahan Perlama Pekerjaan;

¢.  Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Fertama Peker
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekevjaan;

d. Faling lambat 7 (tujuh) bari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekecjaan, Pejabal Penandatangan Kontrak bersana dengan Penyedia,
unsur perapcangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan vapat
persiapan pelaksanaan kontrak;

e, Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Bevita Acava Rapal
Pevsiapan Pelaksanaan Konlrak;

f.  Pada lahap awal pelaksanaan koutrak, Pejabat Fenandatangan Kontrak —dan
Pengawas Tekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaar detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan unluk setiap keluacan (owtpud,
Ternaga Ketja Konstruksi, dan Peralatan Uama (Mutual Check 0%);

g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acar:
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi
hatus dituangkan dalam adendum SPK;

h, Penyedia harus menyelesaikan pekexjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;

L Apabila pe :<og_,i:_.:ﬂ dapat .:m:,‘m_rﬁ_fz pekeriaan sesual jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah En_mzs;L: kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjacdwalan kenbali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.,

1 sampai

Apabila dalam
kontrak, maka

.53

SPK diputuskan lebih awal, Fenyedis urntuk _:L::“,._
pelaksanaan pekerjgan pada Tanggal Mulat Kerja, dan melaksanakan p
sesual dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Felaksanaan

Kontrak, serta menyelesaitkan pekeriaan paling lambal selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;
b.  Apabila Fenyedia berpendapat tidak dapa! menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa

Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Fenvedia telab melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Fenandatangan Konteak
» dengan disertai bukti-bukt! yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak |
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Pevistiwa Kompenzasi
dan melakukan penjacdwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum SPK;

c. Jika peketjaan tidak selesai sesual Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaa
atau Peristiwa Kompensasi atan karvena kesalahan atau ke
Penyedia dikenakan denda.

Kahav
alan Fenyedia maka

13. KETERLAMBATAN FELAKSANAAN PEKERJAAN
4. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai
Penandatangan Konteak  haras niembe
dikenakan ketentuan tentang kontrak keitis;
b. ?::E_n dinyatakan kritis apabila vealisasi fisik pelaksanaan tevlambat lebih besar
% ddri rencana;

ﬁo:m nganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapal pembuktian (show cause

meeting /SCM) sebagai berikut:

1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara fertulis kepada Penyed nselanjutnya menyelengzarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap L.

2)  Dalam SCM Tahap 1, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Fekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besavan kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tevtentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 1.

3)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertamu, maka Pejabat Pena ndatangan
Kontrak — menerbitkan  Surat Feringatan Kontrak Kritis | dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang havus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tevtentu {uji
cobi kedua) vang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 11

4)  Apabila Penyedia gazal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandalangan
Komtrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis |1 dan harus
diselenggarakan SCM Tahap 11l yang membahas dan menyepakali besaran
kemajuan fisik yang harus dicapal oleh Penyedia dalam waktu tevtentu (uji
coba ketiga) yang dituangkan dala m Berita Acara SCM Tahap (1L

5)  Apabila Penyedia gngal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Pervingatan Kontrak Kuitis 11 dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

6)  Apabila uji coba bethasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM cari awal.,

adwal, maka Pejabat
kan peringatan sccara tertulis atau

14, PEMBERIAN KESEMPATAN

a. Dalam hal diperkivakan Penyedia gagal menyelesaikun pekevjaan sampai Masa
‘eluksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai baliwa
Penyedia mampu meayelesaikan pekevjaan, Pejabat Penandatangan Kontiak dapat
memberikan kesemnpalan kepada Penvedia untuk menyelesaikan peketjaan;

b, Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimual
dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
1) waktu pembetian kesempatan penyelesaian pekevjaan;
2)  pengenaan sanksi denda keterla mbatan kepada Penvyedia;

¢ Pemberian Kesempatar kepads Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatan;

d. FPemberian kesempatan kepada  Penyedia untuk menyelesaikan  peketjaan
dilaksanakan dengan ketentuan:
n tidak dapal melampani Tahun Angzaran, dan
2 paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal,

15. PERLINDLUINGAN TENAGA KER|A
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a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaza Untuk kepertingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
kerja konsteuksi nya, minimal berupa BFJS Ketenagakervjaan; aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekevjaan dicatal dalam buku havian sebagai
b. Besainya petlindungan bagi tenaga kerja sudah dipechitungkan dalam penawaran bahan laporan kemajuan hasil pekerjnan yang bevisi rencana dan realisasi pekerjaan

dan termasuk dalam harga Kontrak. - dlan catatan-catatan lan yang berkenian dengan pelaksanaan pekerjaan:
¢ Lapomn kemajnan hasil pekerjaan dapat dibuat havian, mingguan atsy bulanan
16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO sesual dengan kebutuhan;

a. Fenyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa d. Untuk merckam kegintan pelaksanaan pekerjaar konstuksi, Pejabat Penandatangan
batas Pejabat Penandatangan Konlrak beserta instansinya terhadap semua bentuk Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhar;
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap . Laporan kervajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, dipeiksa oleh Pengawas
Fejabal Penandatangan Kontmk  beserla instansinya (kecuali kerugian vang Pekeran, dan disetnjui oleh Pejabat Pemandatangan Kontrak / pihak Pejabat
mendasari tunhuan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaiin bevat Pejabat Fenandatangan Kontrak .

Penandatangan Konlrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
bertkut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penverahan 13, SERAH TERIMA PEKERJAAN
Akhir Peketjaan ; a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan vang tertuang dalam SPE,
B kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Perandatangan
ketja konstruksi; Konlrak untuk seval tevima pertama pekerjaan:
2)  cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; b. Pejabat Penandatangan Kontrak — memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cideva lubuh, sakit atau kematian melakukan perneriksaan terhadap hasil pekerjaan;
pihak ketiga. ¢, Pemeriksaan  dilakukan  lerhadap keses pekerjaan  terhadap
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kevjs sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
Pekerpaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan d. Hasil pemertksaan d Pengawas  Pekerjaan  disampaikan kepada Pejabat

petlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kevusakan levsebut Penandatangan Konlrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanzan Kontrak ; dengdn ketenfuan yang teccantum dalam SPK dan/atai cacat hasil pekerjaan, Pejabat

¢ Ferfanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penvedia tidak membatasi kewajiban Penandatanzan Kontmak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
penanggungan dalam pasal ini; melengkapi kekurangin pekerjaan;

d, Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu e Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan kelentuan vang

dengan hasil pekeriaan sejak Tangzal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal tereantum dalam SFK maka Pejabst Penandatangan Kontrak  dan Penyedia
Penyerahan Akhiv Pekerjaan harvus diganti atau diperbaiki oleh Panvedia atas menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
tanggungannya sendivi jika kehilangarn atau kerusakan tersebut tevjadi akibat f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harza
tindakan atau kelalaian Fenyedia Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) mernpakan vetensi selama masa
pemeliharaan, atau permbayaran dilskukan sebesar 100% (sevatus persen) dari
17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU Harga Kontrak dan Fenyedia harus menyerahkan Janunan Pemelibaraan sebesar 5%
a. Pejabal Penandatangan Kontrak — berwenang melakukan pengawasan dan (lima persen) davi Harga Kontrak.,

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memevintahikan kepada 20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua a, FPenyedia wajib memelihaia hasil pekeviaan selama Masa Pemeliharaan sehingga
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; kondisi tetap seperti pada saat penyetahan pertama pekerjaan;
b Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap b, Lamanya Masa Femeliharaan ditetapkan dalam SPK;
cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan ¢ Beteldh Mass Pemelibaraan berakhir, Penvedia mengajukan pecmintaan secara
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji tertulis kepada Pejabat Pennndatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekeriaan;
pekergaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat Apabila dalam pemeriksaan hasil pekeriaan, Penyedia telah melaksanakan semua
mutit, Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak; kewajibannya selamn Masa Pemelibavaan dengan baik dan telah sesuai dengan
c. Terhadap pemberitahuan Cacal Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk ketenfian yang tevcantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan

memperbaiki  Cacat Mutu dalam  jangka waktu vang ditetapkan dalam
pemberitahuan;

i, Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak | berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekevjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui piliak ketiga vang ditunjuk
oleli Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan fersebut. Penvedia
segera setelah menerima klaim Fejabat Penandatangan Kontrak  secara tertulis
berkewdjiban untuk mengzanti biaya perbaikan tersebut, Pejabal Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan mentotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika adn) atau uang retensi atay pencairan
Jamman Pemeliharaan atau jika tidak ada maks biays penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penvedia kepada Pejabat Penandatangan Konlvak
yang telah jatuh tempoy

. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambuatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika Helak melaksanakan perbaikan cacat muti;

Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutuy paling lambat adalah 14 havi setelah
diterimanya pemberitahiuan cacat mutu oleh Penyedia,

m

18, LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontvak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekeriaan;

Penyedia menandatangani Beritn Acam Sevah Terima Akhir Peleerjaan;

Pejabat Penandatangan Konteak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Konbak
vang belum dibayar atau mengemba likan Jaminan Pemeliharaan;

Apabila Fenyedin tidak melaksanakan kewajiban pemelinaraan sebagaimana
mestinya, maka SPK dapat dipatuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perafuran perundangan;

Setelnh penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhiv Pekerjaan, Pejubat
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KFPA,

21. PERUBAHAN S#K

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SFK;
Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetuj
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

1) perubahan pekevjaan;

2) perubahan Harga Kontrak;

3)  perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Felaksanaan;

4) perubahan SPK yang discbabkan masalah adminisirasi,

Untuk kepentingan perubzhati SFK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekeriaan.

olell para pihak, yang

PERUBAHAN PEKFRJAAN

Dalam hal terdapat perbecdaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambur dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalnm dokumen SPE,
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PFejabat Penandatangan Konfrak bersama Penyedia dapal niclakukan perubahan

pekeriaan, yang meliputi:

1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;

2)  mengubah spesifikasi teknis dan/alau gambar Uarn.n_%:, dan/atau

I _:(.:wm::ﬁ: ldUwal pelansdiair pexetjddi.

Dalam hal lidak tetjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada

hunf a diatas namun ada perintah pevidbahan dari Fejabat Penandatangan Kontrak
, Pejabat Penandatangan Konlrak dan Penyedia dapat .:m:v;%m_ﬁ: perubahan

ﬁ&% jaan sebagaimana Fasal 22.a angka T sampai angka 3;

Perintah perubahan peketjaan dibuat oleh Pejabat Pen m:%?,:ﬁ% Kontrak secara

tertulis kepada Fenyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tevcantum dalam SPK awal;

Hasil negosiasi lersebul dituangkan dalam Bevita Acara sebagai dasar penyusunan

adendum SPK;

Dalam hal perubahan pekevjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,

perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhiv

tidak melebihi 10% sepulub persen) davi harga yang tercantum dalam SPK awal dan

lersedianya anggaran.

23, PERUBAFAN HARGA

a.

Perubahan Harga Konlrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Pevistiwa Kompeusasi;

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan hatga bavu dilakukan
dengan negosiasi;
Ketentuan ganti rugi akibat Fe
Kompensasi;

iwa Kompensasi mengacu pada pasal Peris

24, FERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

2

b.

a.

Perubahan jadwal pelaksahaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) perpanjangan Masa Felaksanaan; dan/atay

3) Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa FPelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Koutrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1) perubahan pekerjaan;

2)  Pevistiwa Rompensasi; dan/atau

3) Keadaan Kahar.

Masa FPelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sata dengan waktu
tethentinya SPK akibal Keadaan Kahav atan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

Fejabat Penandalangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap vsulan tevtulis vang diajukan oleh
Penyedia dalam jangkd wakltu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dint atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan sepetti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;

Pejabat Fenandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekevjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk herapa lama;
Persetujuan  perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau  perpanjangan Masa
Pelaksanaan diluangkan dalam adendum $PK;

Jika tevjadi Pevistiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeriaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan wmaka Penyedia berhak untuk mewinta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data  penunjang. Pejabat  Penandatangan Kontvak
berdasarkan perfimbangan Pengawas Pekervjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara lertulis, Perpanjangan Masa Pelaksanaan havus dilaKuakan imelalui adendian
SPK.

5. KEADAAN KAITAR

Dalam hal terjadi keadaan kahav, Pejabat Penandatangan Kontfrak afau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak sccata

tertulis dengan ketentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadaviatau
seharusnya menyadari atas Kejadian atay teviadinyva Keadaan Kahar;

2) menyertakan buktt Keadaan Kahar, dan

3) menyerabkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhanibat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahav tersebut.

m Keadaan Rahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewaji

yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cideta janji atau wanpuestasi

apabila telah dilakukan sesuai pada hurul'a. Kewaiiban yang dimaksud adalah hanya
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C.

_ d.

[oH

kewajiban dan kinerja Uor%ﬁ:?_: lerhadap _unro:ww: baglan peker;
lerdampak dan/atau akan ten dampak akibat dart Keadaan Kahau,

yang

26. PERISTIWA KOMPENSASI
a.

terlstiwa Kornpensast dapat diperikah Kepada renyedia yaitu:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekecjaan

2) keterlambatan pewbayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4)  Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

B) Pejabal Penandatangan Konlvak — memcridabkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

6) Fejabat Fenandatangan Kontrak memetintabkan untuk mengatasi kondisi
fertenty vang lidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan /tidak disebabkan

abat Penandatangan Kontrak ; atau

ka Feristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluatan tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekeriaan maka Fejabat Penandatangan Kontrak

berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan pevpanjangan

Masa Pelaksanas

Ganti rugi akibat *m:f:s\. Kompensasi lanya dapat dibayarkan jika berdasavka

data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Peuyedia Wm_om?_.

Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanva dapat diberikan jika berdasarkan data

ang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak , dapal dibuklikan perlunya iambahan waktu akibat

Peristiwa Kompensasi;

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika

Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi

atau mengatasi dampak Ferisliwa Kompensasi,

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
| b.

C.

d.

e

f.

Penghentian SFK dapal dilakukan kavena terjadi Keadaan Kahar;

Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat

peringatan dari salah salu pihak ke pthak yang lain yang ielakukan lindakan

wanprestas

Pemytusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandalangan Kontrak atau Penyedia,

Pemutusan SPK dilakukan sckurang- kurangnya 14 (empal belas) havi kalender

selelah Pejabat Penandatangan Kontvak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan

rencana Pemutusan SFK secata tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan

Kontrak;

Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleht salah satu pithak maka P

Penandatangan Kontrak wmembayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Konirak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), scita Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi ak milik Pejabat Fenandatangan Kontrak ;

Mengesampingkan Fasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tevtulis dapat

nielakukan pemutusan SPK apabil

1} Pejabat Penandatangan Kontrak atau Fenyedia terbukti melakukan korupsi,

kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

pengadaan yang &t:Em_@ n oleh [nstansi yang berwenang;

pengaduan tenfang penyimpanzan prosedur, dugaan kovupsi, kolusi, dan/atau

nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam  pelaksanaan

Fengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh [nstansi yang berwenang;

3)  Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

4)  Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daflar Hitam sebelum penandatanganan
SPK:

5) wn.:v edia gagal :F:%QTET kiner

6)  Penyedia lalai/cid dalam melaksanakan kewajibannya dan ticak
memperbaiki kelal L_m:_:m dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan;

7)) berdasarkan penelitian Pejabat Fenandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan
mampu  menyelesaikan  keseluruhan  pekerjiaan  walaupun  diberikan
kesempatan sejak masa  berakhirnya pelaksanaan pekevjaan  untuk

csaikan pekerjaan;
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erjaan  sejak masa
L dapat menyelesaikan

81 setelah diberikan sempalan  menyelesaikan
berakhirnya pelaksanaan pekevjaan, Penvedia
pekeriaan;

9)  Penyedia menghentikan peke noselama 28 (dua puluh delapan) hari
Kilender dan penghentian ine tndak tercantuin galam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta lanpa persetujuan pengawas pekerjaa

1) Penyedia mengalihkan selurult kontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Fenyedia;

11 setelab mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan peketjaan, dan perintah tersebut tidak ditarvik selama 28 (dua
puiuh delapan) hari kalendet; alau

12) Pejabat Penandatlangan Kontrak — tidak menerbilkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayatran tagilian angsuran sesuai dengan yang
disepakati.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan kacena kesalahan

Penyedia maka:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahuly (apabila diberikan);

2)  penyedia membayar denda (apabila ada); dan

3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemelihavaan karvena kesalahan

Penyedia, maka:

1} Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan  Pemeliharaan dicaivkan tevlebih  dahulu  untuk mewmbiavai
perbaikan/perneliharaan; dan

2)  Penyedia dikenakan sauksi Dattae Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karvena Pejabat Penandalangan Kontrak terlibat

penvimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat

Penandatangan Kontrak —dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangau;

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas

Negara/Daerah;

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencaican Jaminan

Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan  maka  Pejabat

Fenandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Dacrah.,

28, PEMBAYARAN

Pembayavan prestasi hasil pekecjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
1) Penyediu telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil peketjaan;
2) pembayacan dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang

telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
3) pembayaran dilakukan terhadap pekeviaan yang sudah terpasang;
4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesu

dalam SPK;
5) pembayavan harus memperhitungkan:

L angsuran uang muka;

1. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);

. pajak; dan/atau

iv. uang retensi.
pembayaran terakhiv hanya dilakukan setelah pekevjaan selesai dan Bevita Acara
Serah Terima FPerlama Feketjaan ditandatangani oleh Pejabat Fenandatangan
Kontrak dan Penyedia;
Sebelum  pembayaran tevakhir  dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk
menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan
terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan olell Pengawas Fekerjaan berkewajiban untuk mencrbitkan SPP
untuk pembayaran fagihan angsuran tecakhir paling lambat 7 (tujul) hari keria
terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
aleh Pengawas Peker
Pejiabat Penundatangan Konttak dalam kurun wakiu 7 (tujuh) hac kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Fenyedia diterima havus sudah mengajukan
Sural Permintaan Pembayaran kepada Fejabat Penandatanganan Suvat Perintah
Membayar (PPSPM);
apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan mer

i ketentuan

adt

alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Fenandatangan Kontrak dapat meminta |

=59 -

30

Fenyedia untuk  menyanipaikan perhitungan  prestasi  semeniara  dengan

nmengesampingkan hal-hal vang sedang menjadi perselisihan;

Pejabat Penandatangan Konliak dapat menanggubkan pembayaran setiap angsutan

prestasi pekerjaan Penvedia jika Fenvedia zagzal atau lalai memenuhi kewajiban

kontraktualnya, termasuk penyevahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan wakiu
yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tevtulis,

DENDA DAN GANTI RUGI

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara Tair

denda  keterlambatan dalam  penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda

keterlambalan dalam perbaikan Cacat Mutu

Ganti rugl merupakan  sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat

Penandatangan  Kontrak maupun  Penyedia  Kavena terjadinya  cidera

Janji/wanprestasi, Besarnya sanksi ganti rugi adalab sebesar nilai kecugian yang

ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penvedia atas keterlambatan
penyelesaian pekejaan adalah 1% (satu perseribu) dari Havga Kontrak (sebelum
PPN);

d. Besaran denda keterlambalan perbaikan akibat Cacal Mutu untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/T000 (satu per seribu) davi biaya perbaikan cacat mutu;

e.  Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Fejabat

Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari

nilai tagihan yang terlambal dibayar, bevdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku

pada saat ihe menurut ketetapan Bank ludonesia, sepanjang telah dipuluskan oleh
lembaga vang berwenang;

Gauti rugi kepada Penyedia dapat mengubab Harga Kontrak setelah dituangkan

dalam adendum SPK;

2 Pembayaran ganli rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertal perhitungan dan data-data.

PENYELESAIAN FERSELISIHAN

sungguh menyelesaikan secara damai semua pevselis atan
berhubungan dengan SFK ini atan interpre selama alau setelah pelaksanaan
pekerjaan. [ika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara rmusvawarab wmaka
perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, alau arbitrase.
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BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT FENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

{kop surat K/L/FDJ

Nomor : . 20
Lampiran :

Kepada Yth.

di

Pecihal @ Penunjukan Penyedia FPekerjgan Konstruksi untuk Felaksanaan Pakel Fengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudava nomor ___

- tentang _ dengan hasil negosiasi havza sebesar Rp_

{ s ___) kami nyatakan dilerima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut davi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFB]) ini Saudava

diharuskan menandatangani SFK paling lambat 14 (empat belas kerja  setelal
diterbitkannya SPPB). Kegagalan Saudara untuk menerima penut yang disusun
berdasarkan evaluasi levhadap penawaran Sandara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan tevkait tentang Pengadaan Bavang/Jasa Temerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Satuan Ketja _
Pejabat Penandatangan Kontrak

Jtanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP:

Tembusan Yth. :

1. [FPA/KPA K/L/FPD]
2 IAFIP K/L/FD]

3, [Pejabat Pengadaan)

v ISt



